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Skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Siya>sah terhadap Kewenangan 
Advokat Melindungi Berkas dan Dokumen Klien adalah penelitian yang 
difokuskan tentang bagaimana peran advokat dalam melindungi berkas dan 
dokumen klien pandangan hukum positif dan fiqh Siya>sah. Dalam penelitian ini 
terdapat dua permasalahan yaitu: Bagaimana tinjauan yuridis normatif terhadap 
kewenangan advokat dalam melindungi berkas dan dokumen klien dan 
bagaimana tinjauan fiqh siya>sah terhadap kewenangan advokat dalam melindungi 
berkas dan dokumen klien 
Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian studi pustaka 
(library research). Teknik analisis data menggunakan deskriptif dengan pola pikir 
deduktif yaitu menyusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit 
mengenai kewenangan advokat dalam melindungi berkas dan dokumen klien 
dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003, selanjutnya dianalisis menggunakan 
untuk ditarik sebuah kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Dalam Undang-Undang 
No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat kedudukan advokat adalah sebagai penegak 
hukum yang mandiri. Advokat harus menjalankan peran dan fungsinya dengan 
baik dan secara mandiri untuk mewakili kepentingan klien atau masyarakat serta 
tidak terpangaruh terhadap kekuasaan negara meskipun ada beberapa undang-
undang yang dirasa bertentangan dengan undang-undang penyidik dalam 
penyitaan berkas dan dokumen klien, kedua, kewenangan advokat dalam 
melindungi berkas dan dokumen klien dalam pandangan fiqh siya>sah dirasa sudah 
sesuai karena terdapat kesamaan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan konsep 
pemberi jasa bantuan hukum dalam Islam, yang meliputi waka>lah, h}akam, mufti> 
dan mus}ali>h alai>h yang mana empat kategori profesi tersebut memiliki kesamaan 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan advokat. Keempat ulama 
madzhab sepakat bahwa pemberi jasa bantuan hukum itu sejajar dengan penegak 
hukum lainnya meskipun berada diluar lembaga peradilan 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan:Pertama, 
pemerintah perlu melakukan pengkajian kembali terhadap undang-undang 
keadvokatan guna lebih signifikan menjelaskan kewenangan advokat terhadap 
kliennya; Kedua, para penyidik agar lebih profesional dalam menangani perkara 
pidana di tingkat penyidikan, sebaiknya para penyidik membangun komunikasi 
yang 2 arah diantara penyidik dengan advokat atau tersangka, dan juga saksi 
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A. Latar belakang  
Dalam meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan  
lembaga penegak hukum lainnya, pemerintah telah menetapkan kebijakan  
mengenai peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang  
lebih profesional, berintegritas, berkepribadian dan bermoral tinggi melalui  
berbagai perbaikan terhadap perilaku aparat penegak hukum.
1
 Namun, 
sebagai bagian dari upaya penegakan supremasi hukum, secara kelembagaan  
posisi hakim, kepolisian, kejaksaan dan advokat yang belum mandiri menjadi  
penyebab tidak berjalannya penegakan hukum yang efektif, konsisten dan 
berkeadilan.  
Dalam perkembangan zaman dan di tengah krisis multidimensi, 
kehidupan hukum menunjukkan fenomena adanya ketidakpastian hukum dan  
ketidakadilan. Pihak yang sering disalahkan sebagai penyebab runtuhnya  
supremasi hukum adalah aparat penegak hukum itu sendiri, seperti polisi,  
hakim, advokat, dan jaksa. Sedangkan sebagai negara hukum, Indonesia 
menjunjung tinggi  supremasi hukum. Karena itu segala hal yang berkaitan 
dengan hukum baik  pada wilayah teoritis (undang-undang) maupun wilayah 
praktis (beracara di pengadilan) menjadi keniscayaan untuk diperhatikan 
demi terwujudnya pembangunan  hukum di Indonesia. Maka dari itu 
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 R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), 76. 


































problematika sosial baik yang berupa masalah pelanggaran pidana maupun 
perdata diselesaikan dengan kaca mata hukum sebagai solusi terakhir di 
pengadilan.  
Eksistensi advokat menjadi sangat penting sebagai bagian dari elemen 
yang ikut serta dalam penegakan hukum di pengadilan. Profesi advokat 
sesungguhnya sarat dengan idealisme, sehingga sebagai  advokat yang 
mengemban tugas mulia harus memiliki independensi yang  kuat, tidak 
terikat pada klien dan tidak pandang bulu, siapa lawan kliennya,  golongan 
kuat, pejabat, penguasa dan sebagainya.  
Kenyataannya orang-orang yang menggeluti profesi  advokat seringkali 
tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu  sendiri. Hal itu bisa 
terjadi karena adanya faktor di luar dirinya yang begitu kuat atau terkadang 
juga karena penghayatan advokat yang bersangkutan  terhadap esensi 
profesinya. 
Pada dasarnya tugas advokat atau penasehat hukum adalah untuk  
memberikan pendapat hukum (legal opinion), serta nasehat hukum (legal 
advice) dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, tetapi di lingkungan 
peradilan (beracara di Pengadilan) penasehat hukum justru tidak sedikit yang  
mengajukan atau membela kepentingan kliennya unsich (secara ambisius). 
Dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala 
campur tangan dan pengaruh dari luar, maka disamping kepolisian diperlukan 
profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, untuk 
terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum 


































bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan 
dan hak asasi manusia. Untuk itu perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-
undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum. Advokat 
berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh 
hukum dan peraturan perundang-undangan. Keberadaan advokat tersebut 
telah diatur dan dijamin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 
18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
Dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum advokat, oleh 
undang-undang diberikan hak dan kewajiban diantaranya sebagaimana yang 
diatur dalam pasal  19 ayat (2) yang menegaskan sebagai berikut: ‚advokat 
berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan 
atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan 
perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik 
advokat‛. Ketentuan ini adalah merupakan pencerminan perlindungan hak 
asasi dalam rangka the rule of law  yang dalam hal ini merupakan 
perlindungan terhadap dokumen dan berkas milik klien dari seorang advokat. 
Perlindungan ini juga merupakan hak seorang advokat sebagai yang 
menjalani kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan 
hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. 
Dalam praktik hak seorang advokat ini ketika dihadapkan dengan 
peristiwanya terjadi benturan dengan hak yang dimiliki oleh institusi penegak 
hukum lain, khususnya institusi penyidik polri. Sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 10, 11, 12, 13, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang 


































Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dalam kedua 
peraturan itu, penyidik Polri diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan 
terhadap benda termasuk berkas dan dokumen yang dalam pelaksanaannya 
untuk melakukan penyitaan penyidik Polri harus terlebih dahulu mendapat 
izin dari Ketua Pengadilan Negeri. 
Dalam konteks ini terjadi paradoks antara ketentuan Undang-undang 
Kepolisian No. 2 tahun 2002 jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-undang No. 18 
Tahun 2003 tentang Advokat. Di satu sisi undang-undang memberi hak 
kepada penyidik polri dapat melakukan penyitaan terhadap benda termasuk 
berkas dan dokumen milik tersangka dalam proses penyidikan. Di sisi lain 
seorang advokat diberi hak untuk melakukan perlindungan atas berkas dan 
dokumen milik kliennya yang telah diserahkan kepadanya, dalam rangka 
untuk kepentingan pembelaan diri kliennya, dari tindakan penyitaan yang 
akan dilakukan oleh penyidik polri. Dalam praktik terjadi pertentangan antara 
hak advokat atas perlindungan terhadap berkas dan dokumen milik klien 
versus kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan dalam proses 
penyidikan tindak pidana. Keadaan ini dapat memicu ketegangan antara 
penyidik polri dan advokat yang semestinya tidak terjadi karena kedua 
institusi ini sama-sama bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. 
Penyidik polri diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan yaitu; serangkaian tindakan dalam hal dan menurut 


































cara yang diatur menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). Untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang bukti itu membuat 
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya. Pengetahuan dan pengertian tentang penyidik perlu dinyatakan 
dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi 
hak asasi manusia. Sebelum penyidikan dimulai harus sudah dapat 
diperkirakan delik apa yang telah terjadi dan bagaimana aturannya dalam 
perundang-undangan pidana. Hal ini penting karena penyidikan diarahkan 
kepada keadaan yang terjadi yang sesuai dengan rumusan delik tersebut. 
Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang antara lain untuk 
melakukan penyitaan yaitu, serangakaian tindakan penyidik untuk 
mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya baik benda 
bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud untuk 
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, pembuktian dan peradilan.
2
 
Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara 
pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-
undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan anatar lain 
keharusan adanya izin Ketua Pengadilan Negeri setempat 
3
. Mengenai izin 
dari Ketua Pengadilan Negeri ini masih dapat dikecualikan apabila dalam 
keadaan mendesak penyidik harus segera bertindak untuk melakukan 
penyidikan dan penyitaan atas benda bergerak, tetapi setelah itu penyidik 
wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna 
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 Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
3
 Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 


































mendapatkan persetujuannya (Pasal 38 ayat (2) KUHAP. Jika penyitaan 
dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka harus 
diperhatikan Pasal 39 KUHP ayat (1) yang menentukan yang dapat dirampas 
ialah : 
1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan. 
2. Barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja telah dipakai 
untk melakukan kejahatan. 
Dalam perkembangan hukum selanjutnya dalam undang-undang No. 18 
Tahun 2003 tentang Advokat, terdapat pembatasan hak penyidik untuk 
melakukan penyitaan atas berkas dan dokumen milik tersangka yang berada 
di tangan advokat untuk kepentingan pembelaannya. Pembatasan ini 
merupakan salah satu faktor penghambat bagi penyidik untuk melakukan 
penyidikan dalam suatu perkara pidana yang barang bukti berupa surat atau 
dokumen milik tersangka yang telah diserahkannya kepada advokat dalam 
rangka untuk kepentingan pembelaannya. Undang-undang ini tidak 
menjelaskan lebih lanjut tentang upaya apa yang dapat dilakukan oleh 
penyidik guna mendapatkan barang bukti itu, untuk kepentingan pembuktian 
dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Kenyataan ini tidak dapat 
dibiarkan apalagi penyidikan terhadap perkara pidana itu harus dilakukan 
untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di samping itu juga penegakkan 
hukum dan keadilan itu harus melindungi hak asasi manusia. Masalahnya 
sekarang bagaimana cara mengatasi kendala tersebut, agar hukum dan 
keadilan dapat ditegakkan dan hak asasi tetap dilindungi. 


































Dalam hukum Islam bahwa advokat dikenal sebagai lembaga pemberi 
bantuan hukum.secara fungsinya maka ahli hukum menyamakan posisi 
advokat di dalam Islam dengan lembaga pemberi jasa bantuan hukum seperti 
h}akam, mufti>, mushali>h-alai>h. Ketiga pemberi bantuan hukum tersebut secara 
fungsi hampir sama dengan fungsi advokat yaitu lembaga penegak hukum 
diluar pemerintah yang bertugas memberi jasa hukum kepada masyarakat.  
Dalam Islam juga mengenal pemberi jasa konsultasi hukum yaitu 
seorang mufti>. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy pada hakikatnya mufti> adalah 
menyampaikan hukum Allah kepada umat manusia. Jadi tugas mufti> adalam 
memberikan konsultasi atas hukum-hukum Allah kepada masyarakat yang 
membutuhkan. Fungsi mufti> sebagai penasehat hukum ini seperti fungsi 
advokat sebagai penasehat hukum yaitu memberikan konsultasi atas sebuah 
perkara hukum yang dialami oleh klienya. 
Selanjutnya tinjauan fiqh siya sah di dalam persoalan kewenangan 
advokat melindungi berkas dan dokumen klien terfokus pada kajian fiqh 
siya sah dustu>ri>yah, yang mana pengertian fiqh siya sah dustu>ri>yah adalah 
hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta 
kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya
4
. 
fiqh siya>sah dustu>ri>yah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas 
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 Djazuli,Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah 
(Jakarta: Kencana, 2009), 47. 
5
 Ibid., 48. 


































1. Bidang siyasah ta@sri’iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahlu h}ali wal 
aqdi>, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di 
dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, 
peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.  
2. Bidang siya>sah tanfi>dhi>yah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, 
persoalan bai’ah, wuzarah, waliy al ahdi, dan lain-lain.  
3. Bidang siya>sah qad}a>’iyah, termasuk di dalamnya masalah peradilan.  
4. Bidang siya>sah idariyah, termasuk di dalamnya masalah administrative 
dan kepegawaian. 
Selanjutnya mengenai kelembagaan dalam fiqh Siya>sah dustu>ri>yah 
sebagaimana terdapat dalam buku Prof. H.A Djazuli tentang fiqh siya>sah 
menyebutkan bahwa kelembagaan dalam fiqh siya>sah dustu>ri>yah itu di bagi 
menjadi: 
1. Lembaga ahl al-h}alli wa al-‘aqd}i> 
2. Lembaga ima>mah yang di pimpin oleh seorang imam dengan di bantu 
oleh menteri tafwi>dh (para menteri) dan/ atau menteri tafwied (wakil 
presiden,perdana menteri) 
3. Lembaga aqdi>ya>h/ peradilan, yang di dalam kepustakaan Islam di kepalai 
oleh qad{i> al-qud}a (Ketua Mahkamah Agung) 
4. Lembaga keuangan atau lebih di kenal dengan bait al-ma>l, dengan 
perangkat pengawasannya.  
Persoalan terkait perlindungan berkas dan dokumen klien oleh advokat 
termasuk kedalam wilayat al-qad{a’ atau dar al-qad{a’, yang berarti lembaga 


































peradilan atau tempat dilakukannya peradilan. Dalam fiqh Islam ada tiga 
bentuk wilayah peradilan, yakni: 
1. Wila>yah al-qad{a>’, yakni lembaga peradilan dengan kekuasaan 
menyelesaikan berbagai kasus, disebut juga peradilan biasa  
2. Wila>yah al-maza>lim, yakni lembaga peradilan yang menangani berbagai 
kasus penganiayaan penguasa terhadap rakyat dan penyalahgunaan 
wewenang oleh penguasa dan perangkatnya. 
3. Wila>yah al-h}isbah, yakni lembaga peradilan yang menangani berbagai 
kasus pelanggaran moral dalam rangka amar ma’ruf nahi > munkar 6 
Persoalan terkait perlindungan berkas dan dokumen klien oleh advokat 
haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum fiqh siya>sah dustu>ri>yah yakni 
al-quran dan sunnah Nabi  Muhammad Saw serta kebijakan ulil amri dan 
kebiasaaan adat suatu  negara yang tidak melanggar aturan syari‘at. al-quran 
sudah berpesan dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :  
ۚ
ۗ
‚Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat.‛ 
Sebuah riwayat yang menceritakan ayat tentang memberikan amanat 
dan hak kepada yang berhak serta menghukum dengan adil. Keadilan adalah 
merupakan asas kepimpinan. Ia adalah asal dari dasar-dasar hukum di dalam 
                                                          
6
 Sam’un, Hukum Peradilan Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8. 


































Islam. Maka dari itu, wajib bagi hakim dan perangkat pemerintahan 
melestarikan keadilan sehingga hak-hak tersentuh ahlinya.  
Adil adalah melakukan segala perkara yang difardukan dari segi akidah 
dan syariat, kehidupan sesama manusia di dalam melaksanakan amanat dan 
meninggalkan kezaliman, memberikan sesuatu yang hak‛. Jadi khali>fah 
merupakan tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat 
untuk mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat bagi umat dengan merujuk 
kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka 
kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan kajian mengenai kewenangan advokat dalam melindungi berkas 
dan dokumen klien, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Maka 
penulis membuat judul kajian  ‚Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Kewenangan 
Advokad dalam Melindungi Berkas dan Dokumen Klien‛ 
 
B. Identifikasi Masalah 
Dari uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang 
teridentifikasi dalam proposal yang ‚Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap 
Kewenangan Advokat Melindungi Berkas dan Dokumen Klien‛ diantaranya 
sebagai berikut: 
1. Kewenangan advokat melindungi berkas dan dokumen klien oleh 
Advokat.  


































2. Kontradiksi kewenangan advokat melindungi berkas dan dokumen klien 
ditinjau menurut  undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang 
keadvokadan dengan hak penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap 
berkas dan dokumen milik tersangka berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang terkait tentang penyitaan yang sebagaimana diatur dalam 
Pasal 38, 39, 42 dan 43 KUHAP jo undang-undang kepolisian No. 2 
Tahun 2003 
3. Kewenangan advokat melindungi berkas dan dokumen klien ditinjau dari 
fiqh siya>sah. 
 
C. Batasan Masalah 
Berangkat dari identifikasi masalah diatas agar penelitian ini terfokus 
maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 
1. Tinjauan umum\ terhadap kewenangan advokat dalam melindungi berkas 
dan dokumen klien. 
2. Tinjauan fiqh siya>sah terhadap terhadap perlindungan berkas dan 
dokumen klien oleh advokat. 
 
D. Rumusan Masalah 
Adapun bentuk pertanyaan yang menjadi rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kewenangan advokat dalam  melindungi berkas dan dokumen 
klien? 


































2. Bagaimana tinjauan fiqh siya>sah terhadap kewenangan advokat dalam 
melindungi berkas dan dokumen klien? 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang 
sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan 
pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.
7
 
Dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan 
dengan Kewenangan advokat melindungi berkas dan dokumen klien adalah  
sebagai berikut: 
1. Skripsi yang ditulis oleh Sadewo Usodo, Fakultas Syari’ah dan Hukum 
UIN Sunan Kalijaga dengan judul ‚Peran Advokad Dalam Mendampingi 
Klien Pada Perkara Pidana Koparasi Hukum Islam dan Hukum Positif 
Tahun 1101‛ Yang mana didalam karya ilmiah tersebut menerangkan 
tentang seorang advokat wajib membela hak kliennya tapi juga harus 
memperhatikan kebenaran yang lebih besar menyangkut kepentingan 
khalayak. Bukan hanya sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga pengawal 
rakyat di hadapan hukum.
8
 
2. Skripsi yang ditulis oleh Donald Aji Wirawan mahasiswa fakultas hukum 
Unika Soegijapranata dengan judul ‚Analisa Yuridis Hak Advokad Atas 
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 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN 
Sunan Ampel Press, 2014), 8. 
8
 Sadewo Usodo, ‚Peran Advokad Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana Koparasi 
Hukum Islam dan Hukum Positif Tahun 1101‛ (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012). 


































Perlindungan Kerahasiaan Berkas dan Dokumen Milik Kliennya Terhadap 
Kewenangan Penyidik Untuk Melakukan Penyitaan‛ dimana dalam 
pembahasannya hak advokat atas menjaga kerahasiaan berkas dan 
dokumen milik kliennya dari penyitaan tidak terlepas dari profesi advokat 
yang diatur oleh undang-undang, advokat berstatus sebagai penegak 
hukum yang bebas dan mandiri tetap berpegang pada kode etik profesi 
dan peraturan perundang-undangan. Penyidik memiliki wewenang untuk 
melakukan penyitaan, namun dalam melakukan penyitaan penyidik tidak 
boleh sewenang-wenang dalam melakukan tugasnya tersebut, penyidik 
harus melakukannya sesuai undang-undang yang berlaku.
9
  
3. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Darmadayana Nasa Putra mahasiswa 
fakultas hukum Universitas Mataram dengan judul ‚Peran advokat dalam 
melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara 
pidana‛ dimana dalam pembahasannya advokat berperan untuk 
mendampingi tersangka atau terdakwa darisejak masih dalam tingkat 
pemeriksaan di kepolisian sampai dengan tingkat putusan di pengadilan. 
Advokat sangat berperan dalam melindungi apa yang menjadi hakdari 
tersangka atau terdakwa guna meminimalisir kemungkinan terjadinya 
pelanggaran terhadap hak dari tersangka ataupun terdakwa baik itu pada 
tingkat pemeriksaan oleh penyidik di kepolisian sampai dengan tingkat 
                                                          
9
 Donald Aji, ‚Analisa Yuridis Hak Advokad Atas Perlindungan Kerahasiaan Berkas dan 
Dokumen Milik Kliennya Terhadap Kewenangan Penyidik Untuk Melakukan Penyitaan‛ 
(Skripsi--Unika Soegijapranata, t.t). 


































akhir yakni putusan oleh hakim di pengadilanguna mewujudkan cita-cita 
hukum untuk keadilan. 
4. Desertasi yang ditulis oleh Dr. Saut Taruli Tua Panggabean, SH., MH. 
Dengan judul ‛Fungsi advokat sebagai penegak hukum dalam 
pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan menurut perspektif 
sistem peradilan pidana terpadu‛ yang membahas mengenai kewenangan 
advokat dan penyidik, dimana pada tingkat penyidikan, penyidik dibekali 
dengan kewenangan sebagaimana yang terdapat di dalam hak penyidik 
Pasal 38, 39, 42 dan 43 KUHAP jo Undang-Undang Kepolisian No 2 
Tahun 2002 untuk melakukan penyitaan terhadap dokumen milik 
tersangka, di sisi lain juga, seorang advokat berhak untuk melindungi hak-
hak dokumen milik tersangka agar tidak di sita, hal ini sebagai amanat 
dari ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 19 Undang-
Undang No 18 Tahun 2003 tentang advokat. Sesuai dengan amanat 
Undang-Undang advokat ini, seorang advokat harus menjaga rahasia 
milik kliennya. Hal ini harus dilakukan oleh advokat, demi tegaknya 
hukum di atas ketentuan equality before the law, kalau hal ini tidak 
dilaksanakan, maka akan mencederai keadilan dan tidak tegaknya hukum. 
 
F. Tujuan Penulisan 
Adapun penulisan penelitian ini, yaitu: 
1. Mengetahui bagaimana tinjauan yuridis normatif tentang kewenangan 
advokat dalam  melindungi berkas dan dokumen klien. 


































2. Mengetahui tinjauan fiqh siya>sah terhadap bagaimana kewenangan 
advokat dalam  melindungi  berkas dan dokumen klien. 
 
G. Kegunaan Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut: 
1. Aspek Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata 
Negara, khususnya tentang: 
a. Tinjauan yuridis terhadap kewenangan advokat dalam  melindungi 
berkas dan dokumen klien. 
b. Tinjauan fiqh siya>sah terhadap kewenangan advokat dalam  
melindungi berkas dan dokumen klien. 
2. Aspek Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau 
acuan bagi para akademisi, masyarakat serta pemerintah: 
a. Bagi akademisi 
Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 
perlindungan berkas dan dokumen klien oleh advokat. 
b. Bagi masyarakat 
Dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa seorang 
advokat dituntut untuk cermat dalam menganalisis setiap kasus yang 


































dihadapinya agar dalam pendampingan klien dalam suatu perkara 
pidana  advokat tidak terjebak dalam permainan hukum oleh oknum 
yang ingin mencari kepentingan pribadi semata. 
 
H. Definisi Operasional 
Penulis mendefinisikan beberapa istilah demi kemudahan memahami 
penelitian ini, diantaranya: 
1. Fiqh siya>sah  adalah Ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk 
pengaturan urusan umat dan negara dengan  segala bentuk hukum, 
peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang 
sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan 
kemaslahatan umat.
10
 Permasalahan kewenangan advokat dalam 
melindungi berkas dan dikumen ini termasuk dalam Bidang siya>sah 
qad}a>’i>yah dalam ruang lingkup wila>yah al-h}isbah, yakni wewenang untuk 
menjalankan amar ma’ruf  ketika yang ma’ruf mulai ditinggalkan orang 
dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Wewenang 
wila>yah al-h}isbah menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah 
segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dari 
ridho Allah Swt. Sehingga wila>yah al-h}isbah adalah suatu kekuasaan 
peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral  
2. Berkas dan Dokumen. Berkas adalah gabungan informasi berkaitan 
dikumpulakn dan disimpan dalam satu tempat penyimpanan tertentu. 
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 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 1997), 26. 


































Dokumen dapat diartikan sebagai surat-surat atau benda-benda berharga, 
yang di dalamnya termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti 
untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Berkas dan 
dokumen yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 undang-undang no 18 Tahun 
2003 ialah sesuatu yang diserahkan oleh klien kepada advokat untuk 
dilindungi dari penyitaan instansi lain guna kepentingan pembelaan klien 
dalam persidangan.  
 
I. Metode Penelitian 
Sehubungan dengan penelitian, maka diperlukan metode yang berkaitan 
dengan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran 
penelitian sesuai ilmu yang bersangkutan. 
Penelitian tentang ‚Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Kewenangan 
Advokat Dalam Melindungi Berkas dan Dokumen Klien‛ menggunakan 
metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah 
penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis 
tentang beberapa aspek yang diteliti dalam perundang-undangan.
11
 Dalam 
metode penelitian memuat uraian: 
1. Data yang dikumpulkan 
a. Data mengenai kewenangan advokat terhadap perlindungan berkas milik 
klien   
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 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004), 
101. 


































b. Data mengenai kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan untuk 
kepentingan penyidikan 
c. Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Keadvokatan 
d. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
2. Sumber Data 
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi 
mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian, 
sebagai berikut: 
a. Bahan hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, 
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim; 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
3) Undang-undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 jo Undang-undang 
No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana 
4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
b. Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 


































meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 
komentar-komentar atas putusan pengadilan. 
1) A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam 
Rambu-rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2003); 
2) Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: 
PT. Citra Aditya, 2004); 
3) Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: 
IAIN Sunan Ampel Press, 2013); 
4) Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Sunan 
Ampel Press, 2014); 
5) Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 
2007); 
6) T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan & Hukum Acara Islam 
(Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997); 
7) Tim Penyusun  Fakultas  Syariah  dan  Hukum, Petunjuk Teknis 
Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014); 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data menguraikan metode-metode yang 
digunakan untuk mengumpulkan data. Penulis menggunakan teknik 
dokumentasi yang merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 
melakukan telaah dokumen, arsip hingga beberapa referensi lain yang 
relevan. Selain itu, juga digunakan teknik library research yaitu merupakan 
suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, merangkum, 


































menelaah maupun mencatat secara kepustakaan berbagai hal yang 
berkaitan dengan penelitian ini. Suatu bentuk kajian informasi dalam 
bentuk tulisan menyangkut hukum dari bermacam sumber kemudian 
disebarluaskan dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.12 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data adalah teknik mengelompokkan data dengan 
mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan 
untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari dengan kata 
lain proses memerinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan 
merumuskan ide.
13
Jadi, data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai 
dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. 
Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan 
rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam 
membenahi persoalan yang diteliti. 
 
J. Sistematika Pembahasan 
Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan 
merupakan suatu aspek yang sangat penting karena sistematika pembahasan 
ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui alur 
pembahasan yang terkandung dalam skripsi. Adapun sistematika pembahasan 
dalam skrisi ini adalah sebagai berikut: 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), 165. 
13
 Saifullah, Buku Panduan Metodologi Penelitian (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59. 


































1. Bab satu, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 
idnetifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian dan sistematika pembahasan. 
2. Bab dua, Memuat landasan teori Fiqh Siya>sah, pada bab ini akan 
diuraikan tentang teori Fiqh Siya>sah meliputi definisi, ruang lingkup, dan 
seterusnya. 
3. Bab tiga memuat pembahasan mengenai Kewenangan advokat  dalam 
melindungi berkas dan dokumen klien ditinjau menurut undang-undang 
nomor 18 Tahun 2003 tentang Keadvokadan dan Kontradiksi dengan Hak 
penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap berkas dan dokumen milik 
tersangka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait 
tentang penyitaan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 38, 39, 42 dan 43 
KUHAP jo Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2003. 
4. Bab empat, memuat analisis Perlindungan berkas dan dokumen klien oleh 
advokat ditinjau menurut undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang 
Keadvokadan dan analisis Fiqh Siya>sah Perlindungan berkas dan 
dokumen klien oleh advokat menurut undang-undang nomor 18 Tahun 
2003 tentang Keadvokatan dan analisis Fiqh Siya>sah  Perlindungan 
berkas dan dokumen klien oleh advokat yang ditinjau menurut undang-
undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Keadvokadan. Bab ini berisi hasil 
penelitian tentang pembahasan dalam skripsi. 


































5. Bab lima, memuat merupakan bab penutup yang mengemukakan 
kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari 
rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan 
penyampaian saran. 
  



































BAB II  
KONSEP FIQH SIYA<SAH  DAN ADVOKAT DALAM HUKUM ISLAM 
 
A. Konsep Advokat Dalam Fiqh Siya>sah  
1. Pengertian Fiqh Siya>sah 
Kata fiqh siya>sah berasal dari dua kata yaitu kata fiqh ( ) dan 
yang kedua adalah al-siya>si > ( ). Kata fiqh secara bahasa adalah 




Secara etimologis, kata siya sah merupakan bentuk masdar dari 
sa sa, yasu su yang artinya ‚mengatur, mengurus, mengemudikan, 
memimpin dan memerintah‛. Dalam pengertian lain, kata siya sah dapat 
juga dimaknai sebagai ‚politik dan penetapan suatu bentuk kebajikan‛. 
Kata sasa memiliki kata sinonim dengan kata dabbara yang berarti 
mengatur, memimpin, memerintah, dan kebijakan pemerintah. Dari  
konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam 




Adapun dari beberapa sumber yang berbeda, secara h}arfiyah 
(leksikal), fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini 
dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi 
Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam Lisan al-\'Arab. Menurut istilah, 
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 Al-Qur’an Surah Hud ayat 91. 
2
 Imam Amrusi Jaelani/et al./ Hukum Tata Negara Islam (Sidoarjo: CV. Mitra Media Nusantara, 
2013), 7. 


































fiqh (fikih) adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at, 
yang bersifat amaliah (praktis). Fikih juga merupakan pengetahuan 
tentang hukum agama Islam yang bersumber dari al-Quran\'an dan al-
Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad. Kata siyasah bersal dari akar 
kata sa sa-ya>su su yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus 
atau membuat keputusan.  
Di dalam Kamus al-Munjid dan Lisan al-\'Arab, kata siya sah 
kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat 
kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya 




Selain itu, fiqh siya>sah merupakan tarkib id}afi atau kalimat majemuk 
yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siya>sah. Secara etimologi, fiqh 
merupakan bentuk masdar (gerund) dari tas}rifan kata faqiha-yafqahu-
fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga 
dapat memahami tujuan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara 
terminologi, fiqh lebih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum 
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 Aminuddin Aziz, , Jurnal Kuliah Fiqh Siyasah. Jakarta: Rajawali Press, 2013 
4
 Ibnu Syarif,et al/. Fiqih Siya sah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 
2008), 31. 


































‚Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat 
amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).‛5 
Dari beberapa sumber diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan 
mengenai pengertian dari fiqh siya sah, yaitu suatu konsep yang berguna 
untuk mengatur hukum ketatanegaraan guna menjalankan kekuasaan 
kebangsaan atau kenegaraan untuk mencapai kemaslahatan bersama serta 
menjauhkan dari kemudaratan. 
2. Ruang Lingkup Fiqh Siya>sah 
Bidang pembahahasan dalam fiqh siya>sah meliputi:6 
a. Fiqh dustu>ri> ialah mengenai ilmu kenegaraan dan bentuk serta sistem 
pemerintahan yang mencakup persoalan antara lain imamah dengan 
hak-hak dan kewajibannya. 
b. Fiqh mali> ialah mengenai baitul mal, sumber-sumber perbendaharaan 
negara, persoalan perpajakan dan sebagainya. 
c. Fiqh duali’ am ialah mengenai hubungan antar negara dan orang-orang 
yang tercakup dalam hukum internasional. 
d. Fiqh duali khas. 
Dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siya>sah, para ulama 
berbeda pendapat soal ini. Perbedaan ini dapat dilihat dari sisi jumlah 
pembagian masing-masimg ulama. Meskipun demikian, perbedaan ini 
tidaklah menjadi suatu hal yang terlalu prinsipil. Salah satu contoh 
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 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 2001), 3. 
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 L. Amin Widodo, Fiqih Siyasah dalam Hubungan Internasional (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana 
Yogya, 1994), 1 


































misalnya, Imam al-Mawardi dalam kitab fiqh siayasahnya berjudul al-
Ahkam al-Sulthaniyyah, beilau membagi ruang lingkup fiqh siya>sah ke 
dalam lima bagian antara lain:
7
 
a. Siya sah dustu>ri>yah 
b. Siya sah ma>liyah 
c. Siya sah qad}i>yah 
d. Siya sah h}arbi>yah 
e. Siya sah ida>riyah 
Selanjutnya oleh Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang 
berjudul al-Siya sah\-Shar’i>yah, ruang lingkup fiqh siya>sah adalah sebagi 
berikut: 
a. Siya sah qad{i>yah 
b. Siya sah ida>ri>yah 
c. Siya sah ma>li>yah 
d. Siya sah dauli>yah /siya sah kha>riji>yah 
Sementara itu menurut Abdul Wahab Khalaf lebih mempersempit 




a. Siya sah qad{i>yah 
b. Siya sah dauli>yah 
c. Siya sah mali>yah 
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Selanjutnya T. M. Hasbi malah membagi ruang lingkup fiqh siya>sah 
menjadi delapan bidang antara lain: 
a. Siya sah dustu>ri>yah shar’i>yah yaitu kebijaksanaan tentang peraturan 
perundang-undangan. 
b. Siya sah tashri’i>yah shar’i>yah yaitu kebijaksanaan tentang penetapan 
hukum. 
c. Siya sah qad{i>yah shar’i>yah yaitu kebijaksanaan peradilan. 
d. Siayasah mali>yah shar’i>yah yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter. 
e. Siya sah idari>yah shar’i>yah yaitu kebijaksaan administrasi Negara. 
f. Siya sah dauli>yah/siya>sah khariji>yah shar’i>yah yaitu kebijaksanaan 
hubungan luar negeri atau internasional. 
g. Siya sah tanfidhi>yah shar’iyyah yaitu politik pelaksanaan undang-
undang. 
h. Siya sah h}arbi>yah shar’i>yah yaitu politik peperangan. 




a. Fiqh dustu>ri> (kira-kira Dep. Perundang-undangan dan hukum). 
b. Fiqh malli> (Dep. Keuangan). 
c. Fiqh dawli> ( Dep. LuarNegeri). 
d. Fiqh h{arbi> (Departemen Petahanan dan Keamanan). 
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Tentu saja pembidangan tersebut di atas belum dianggap selesai dan 
hal ini akan berhubungnan dengan perubahan dan penambahan bidang-
bidang yang diperlukan. Dari pemaparan berbagai sumber serta beberapa 
pendapat ulama yang menguasai bidang fiqh siya sah di atas dapat 
ditarik sebuah kesimpulan mengenai bagian pokok yang menjadi ruang 
lingkup fiqh siya sah yaitu siya sah dustu>ri>yah atau biasanya juga 
disebut sebagai politik perundang-undangan, siya sah mali>yah atau 
politik keuangan dan moneter, dan yang terkhir adalah siya sah 
dauli>yah/siya sah kha>riji>yah atau politik luar negeri. 
 
B. Advokat dalam Hukum Islam 
Pada dasarnya konsep advokasi berkaitan erat dengan ketentuan hukum  
Islam yang mengajarkan kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak  
hukum setiap individu bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan 
hukum  dan adanya suatu kewajian menegakkan hukum dan keadilan bagi 
setiap individu.  Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling 




Advokasi adalah manifestasi doktrinal dalam ajaran Islam. Oleh karena 
itu  perlu dicari basis teologisnya dalam Islam. Untuk proses pencarian ini 
harus  ditelusuri substansi advokasi dari berbagai prinsip, pola, nilai-nilai, 
gerakan  advokasi mendasarkan dirinya pada nilai-nilai keadilan. Dalam 
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hukum Islam,  kerangka filosofis konsep advokasi berkaitan dengan teori 
penegakan hukum dan  teori HAM. Teori tersebut berakar dari tiga konsep. 
Pertama, konsep tentang  manusia, kedua, konsep tentang hak dan 
kewajiban, dan ketiga, konsep tentang penegakan hukum hak asasi  manusia 
(mafh}u>m> al-h}ukm fi al-huqu>q al-insa>ni).11 Lebih jauh Abul A‘la Al Maududi 
menyatakan bahwa secara alami dan hakiki (setiap orang  memiliki hak 
untuk bebas dalam harkat dan martabat)
12
 
Advokat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang 
advokat nomor 18 tahun 2003 yaitu pemberi bantun hukum baik didalam 
maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan 
undang-undang yang berlaku. Advokat merupakan pemberi jasa bantuan 
hukum yang  independen diluar pemerintah berupa konsultasi, advokasi, 
kuasa dan sebagainya yang dilakukan terhadap klienya, baik didalam 
maupun diluar pengadilan. Jadi bisa dikatakan advokat adalah segala 
aktifitas pemberi bantuan hukum yang dilakukan terhadap orang yang 
sedang mengadapi masalah hukum dengan aturan dan ketentuan undang-
undang yang berlaku. 
Setelah adanya undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 5 
kedudukan advokat juga semakin kuat sebagaimana bunyi pasal berikut: 
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‚Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin 
oleh hukum dan peraturan perundang-undangan‛ 
Dalam pasal 5 undang-undang advokat diatas telah dijelaskan bahwa 
kedudukan advokat itu sejajar dengan penegak hukum lainya seperti hakim, 
jaksa dan polisi. Pasal ini menegaskan bahwa kedudukan advokat sejajar 
dengan penegak hukum lain seperti hakim, Jaksa dan kepolisian yang 
keberadaanya sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh penegak 
hukum lainya. Ruang gerak advokat juga semakin luas sejak disahkanya 
undang-undang tersebut karena advokat bisa beracara dimana saja tidak 
terbatas dalam suatu wilayah tertentu. 
Advokat dalam hukum Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 
bahwa dalam Islam advokat dikenal sebagai lembaga pemberi bantuan 
hukum. secara fungsinya maka ahli hukum menyamakan posisi advokat di 
dalam Islam dengan lembaga pemberi jasa bantuan hukum seperti h{akam, 
mufti, mushali>h-alai>h. Ketiga pemberi bantuan hukum tersebut secara fungsi 
hampir sama dengan fungsi advokat yaitu lembaga penegak hukum diluar 
pemerintah yang bertugas memberi jasa hukum kepada masyarakat. 
Dalam hal  ini lembaga h}akam adalah pemberi bantuan hukum dalam 
Islam yang berada diluar pengadilan, bertugas menyelesaikan perkara yang 
terjadi di tengah masyarakat. Namun keputusanya tidak ada keharusan untuk 
mengikutinya, karena pada dasarnya hanya keputusan hakim yang bisa 
diterima dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain memberi 


































putusan dan sebagai juru damai profesi h}akam ini mempunyai fungsi 
memberikan advokasi kepada klien yang sedang menghadapi pasalah hukum. 
Para ahli fiqh berpendapat bahwa seorang h}akam itu seharunya orang 
yang memiliki sifat seperti hakim.
13
 Yaitu bisa dijadikan saksi baik itu laki-
laki ataupun perempuan dan mempunyai keahlian dibidang hukum sehingga 
dalam praktiknya h}akam bisa melakukan bantuan hukum dengan maksimal. 
Seorang h}akam lebih diutamakan dari keluarga sendiri, namun jika tidak 
ditemukan bisa menunjuk orang yang pantas untuk menjadi h{akam.14 Jadi 
pada dasarnya kualifikasai dari kualitas diri seorang h{akam dan hakim sama. 
Para Imam Mazhab bersepakat bahwa syarat menjadi hakim maupun h}akam 
adalah Berakal, baligh, merdeka, muslim, mendengar, bisa melihat dan 
mampu berbicara. Mereka berselisihkan hanya masalah adil, laki-laki dan 
perempuan, berijtihad. 
Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali mensyaratkan bahwa seorang 
hakim atau h}akam harus adil, karena itu tidak boleh mengangkat seseorang 
yang kesaksianya ditolak. Orang yang memiliki kriteria adil adalah 
meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, 
akidahnya benar, menjaga kehormatan, dan tidak dicurigai mengedepankan 
kepentingan pribadi, atau mencegah kemudaratan dirinya dengan cara yang 
tidak dibenarkan agama. Mahzab Hanafi berpendapat boleh mengangkat 
h{akam atau hakim dari orang yang fasik jika dalam keadaan darurat. 
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Dalam Islam juga mengenal pemberi jasa konsultasi hukum yaitu 
seorang mufti>. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy pada hakikatnya mufti> adalah 
menyampaikan hukum Allah kepada umat manusia.
9
 Jadi tugas mufti> adalam 
memberikan konsultasi atas hukum-hukum Allah kepada masyarakat yang 
membutuhkan. Fungsi mufti> sebagai penasehat hukum ini seperti fungsi 
advokat sebagai penasehat hukum yaitu memberikan konsultasi atas sebuah 
perkara hukum yang dialami oleh klienya. 
Lembaga berikutnya pemberi bantuan hukum dalam Islam adalah 
Mushali>h-alai>h sebgaimana yang dijelaskan sebelumya mushali>h-alai>h adalah 
pembantu pembut perjanjian agar kedua belah pihak bisa berdamai.
15
 
Lembaga ini tugasnya adalah memberikan bantuan hukum berupa pembuatan 
perjanjian damai. Sesungguhnya bisa dibilang lebaga ini mengusahakan 
adanya perdamaian atara penggugat dan tergugat tanpa harus berada di meja 
pengadilan. Orang yang melakukan perdamaian adalah orang yang tindakanya 
dinyatakan sah secara hukum (cakap hukum) dan juga mengerti dan faham 
dengan hukum perjanjian yang akan dilakuan.  
Sederhananya dari lembaga Mushali>h-alai>h ini adalah pihak yang 
diberikuasa oleh orang yang berpekara untuk melakukan perjanjian damai 
atas sebuah perselisihan. Jika di kaitkan dengan fungsi advokat sebagai kuasa 
hukum, maka fungsi dari lembaga ini hampir sama dengan peran advokat 
sebagai kuasa hukum atas klienya untuk membantu membuat akta perjanjian. 
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Dari penjelasan lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum tersebut 
dapat kita ketahui bawasanya keempat ulama madzhab sepakat bahwa 
pemberi jasa bantuan hukum itu sejajar dengan penegak hukum lainya 
meskipun berada diluar lembaga peradilan. Meskipun mempunyai wilayah 
tugas masing-masing dan tidak sama dengan tugas hakim sebagai penegak 
hukum, namun keempat ulama  mahzab berpendapat bahwa kwalifikasi 
seorang penegak hukum itu harus sama dengan hakim sebagai penegak 
hukum utama dalam Islam. 
Dalam pembahasan diatas, para ulama madzhab lebin menitik beratkan 
dalam persyaratan untuk menjadi seorang penegak hukum. Dalam Islam 
persyaratan untuk menjadi seorang penegak hukum sangatlah berat, 
diantaranya yang paling utama adalah bahwa seorang penegak hukum itu 
harus seseorang yang adil. Pengertian adil menurut para ulama madzhab 
adalah yaitu orang tersebut tidak melakukan dosa besar dan juga senantiasa 
menghindari dosa kecil, menjaga kehormatan, bisa dipercaya dan tidak 
melakukan penyelewengan peraturan apa lagi untuk kepentingan pribadi. 
Bahkan jika seseorang itu yang dicurigai telah melakukan suatu perbuatan 
zalim dan belum terbukti maka tidak pantas orang tersebut menjadi penegak 
hukum. Selain kualitas intelektual dan kualitas moral penegak hukum, dalam 






































C. Sejarah Advokat Dalam Islam 
Profesi advokat sudah ada dalam sejarah awal Islam. Akan tetapi pada 
waktu itu belum disebutkan secara khusus sebagai advokat atau lawyer, 
pengacara  dan lain sebagainya. Kendati demikian, pada dasarnya prinsip-
prinsip advokasi yang disebut dengan istilah waka>l ahbi al-khusu>mah 
(agen/wakil) sudah dipraktikkan pada masa jahiliah. Waktu itu masyarakat 
Arab jika menghadapi masalah hukum mereka menghadap kepada seorang 




Kemudian pada masa Rasulullah Saw, praktik wakalah sudah dijumpai 
ketika Muadz bin Jabal  diperintahkan ke Yaman. Sayyidina Ali, salah satu 
sahabat nabi pernah menjadi  pendamping hukum ketika menemukan kasus 
zina yang dilakukan oleh  perempuan yang sudah menikah. Sahabat Ali datang 
dan meminta keringanan  kepada khali>fah Umar agar tidak merajam 
perempuan tersebut setelah ali melakukan investigasi dan membuktikan 
bahwa perempuan tersebut terpaksa melakukan zina karena butuh uang di saat 
kondisi umat sedang mengalami  kelaparan yang ekstrim. Pada akhirnya, 
Khali>fah Umar menerima permintaan Ali tersebut dan membebaskan 
perempuan terdakwa. 
Pada gilirannya, dapat dikatakan bahwa secara etimologis, pengertian 
advokasi dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, 
advokasi merupakan suatu jasa hukum yang ditujukan untuk menegakkan 
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hukum  dan antau membantu klien mendapatkan keadilan di depan hukum. 
Kedua, istilah muhammi>, h}akam, mufti> dan mus}ali>h ‘alai>h hampir setara 
makna dan kedudukannya dengan profesi advokat dan pengacara sebagai 
pemberi jasa hukum. 
Untuk merumuskan landasan advokasi dan kepengacaraan dalam 
hukum Islam, penting menjelaskan ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum 
dalam Alquran dan sunnah yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip dan 
asas-asas penegakan hukum Islam. Oleh karena itu, hal paling penting yang 
ingin dijelaskan  di sini adalah kerangka metodologi hukum Islam tentang 
perumusan konsep advokasi dan kepengacaraan dalam penegakan hukum 
Islam. Ilmu fiqh dan ushul fiqh dapat digunakan sebagai dua ilmu bantu 
dalam menjelaskan advokasi dalam Islam.  
Dalam ruang lingkup studi hukum Islam, perumusan norma-norma 
tentang advokasi dapat ditemukan dari sumber hukum Isam yang qath‘i atau 
dalil naqli yaitu Alquran dan sunnah serta sumber hukum Islam yang dzanni 
atau dalil aqli, yaitu ijtihad. Kedua sumber hukum Islam ini menjadi landasan 
hukum adanya konsep advokasi dalam Islam. Argumen ini didasarkan pada 
pengalaman para ulama mahzab (fuqa>ha) sejak periode sahabat hingga 
periode kontemporer sekarang. 
Di dalam Q.S al-Ma>idah ayat 2 dijelaskan kewajiban untuk saling 
tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ayat ini menjadi dasar bagi 
adanya teori bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di 
Peradilan Agama. Di dalam surat al-Nis>a’ ayat 35 juga disebutkan keharusan 


































menghadirkan seorang h}akam (juru damai) yang mendamaikan kedua belah 
pihak yang sedang bersengketa. Demikian pula, dengan hadis nabi dari Ibnu 
Qudamah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menjelaskan pentingnya 
menegakkan hukum melalui persaksian. Hal ini menjadi dasar bagi adanya 
teori persaksian dan pembelaan hukum bagi mereka yang sedang berperkara 
di pengadilan 
Dalam hadis lain disebutkan: Dari Ali berkata, telah bersabda 
Rasulullah: ‚Apabila ada dua orang meminta keputusan kepadamu, janganlah 
engkau menghukum bagi yang pertama sebelum engkau mendengar orang 
yang kedua. Jika demikian, engkau akan mengetahui bagaimana engkau harus 
menghukum‛. Ali berkata, Maka tetap saya akan menjadi hakim (yang layak) 
sesudah itu. 
Petikan beberapa hadis di atas, dapati dijadikan dasar bagi adanya 
advokasi dalam proses penegakan hukum. Selebihnya praktik advokasi tidak 
dapat dilepaskan dari konsep tujuan dari pada syariat (maqa>s}id al-syari’ah). 
Jika tidak,  maka hukum Islam tidak dapat berlaku dengan baik. 
Sebagaimana tercantum di atas bahwa istilah advokat atau lawyer 
dapat disetarakan dengan istilah al-Muha>mi> , yang dalam bahasa Arab berarti 
pengacara. Kata ini merupakan derivasi dari kata h}ima>yah yaitu pembelaan 
yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum 
terhadap kliennya di depan sidang pengadilan. Dalam perkembangan 
selanjutnya, para ahli hukum Islam (fuqaha>) mengkonsepsikan pembelaan 


































tersebut dalam bentuk yang lebih dinamis dan komprehensif ke dalam sistem 
waka>lah (perwakilan).  
Sistem waka>lah dipengadilan banyak kemiripan dengan sistem 
kepengacaraan. Hanya saja hukum Islam dengan ragam mazhab yang ada 
menetapkan bahwa untuk  membentuk waka>lah harus memenuhi dua hal: 
pertama, penetapan waka>lah harus di depan hakim, dan kedua pihak lawan 
dapat menerima keberadaan wakil tersebut 
Praktik advokasi dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam tidak 
dapat dilepaskan dari prosedur penyelenggaraan pemerintahan Islam. seperti 
banyak dijelaskan kalangan sejarawan muslim, periodisasi pembangunan 
hukum Islam pada masa awal Islam, Rasulullah Saw memegang peran sentral 




Akan tetapi dalam perkembangannya, ketika memasuki fase 
kekhali>fahan Islam, terjadi pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif 
(majlis al-shura),kekuasaan eksekutif (khali>fah), dan kekuasaan yudikatif 
(mahkamah al qad}a’iyah). Atas dasar itu, bantuan hukum dalam proses 
penegakan hukum Islam pada masa Rasul dan kekhali>fahan Islam tidak dapat 
dilepaskan dari kekuasaan kehakiman (risa>lah al-qad}>ai>yah) dalam praktik 
hukum ketatanegaraan Islam.  
Dalam catatan sejarah peradilan Islam praktik pemberian jasa hukum 
telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada saat itu, meskipun belum terdapat 
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sistem peradilan yang terorganisir setiap ada persengketaan mengenai hak 
milik, hak waris, dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan 
juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang 
berselisih. Mereka yangditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. 
Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator adalah orang yang 
memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunya kelebihan di 
bidang tertentu sesuai dengan perkembangan zaman.  
Pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa, kendati ada dugaan kuat 
ia bersalah dapat digunakan dalam Islam, di samping ikut menegakkan 
keadilan dalam masyarakat, bantuan hukum juga ikut mencari jalan keluar 
dari dua kemungkinan kemadaratan yang dihadapi, seperti bunyi kaidah fiqh. 
Di sini kuasa hukum bekerja membantu meringankan hukuman terdakwa dan 
berusaha menempatkan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. 
Kemudian dengan bersumber pada asas praduga tak bersalah, maka jelas dan 
sewajarnya bahwa terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat 
hak-haknya yaitu hak pembelaan.   
Pada masa pra-Islam pemberi bantuan jasa hukum harus memenuhi 
beberapa kualifikasi. Di antara syarat yang terpenting bagi mereka adalah 
harus cakap dan memiliki kekuatan supranatural dan adikodrati. Atas dasar 
persyaratan tadi, pada umumnya pemberi jasa hukum itu terdiri atas ahli 
nujum. Karena itu dalam pemeriksaan dan penyelesaian persengketaan di 
kalangan mereka lebih banyak menggunakan kekuatan firasat dari pada 
menghadirkan alat-alat bukti seperti saksi atau pengakuan.  


































Pada waktu itu mereka berpraktik di tempat sederhana, misalnya di 
bawah pohon atau kemah-kemah yang didirikan. Setelah dibangun sebuah 
gedung terkenal di Makkah, Darul al-adawah, mereka berpraktik di tempat 
itu. Dalam sejarah, gedung itu dibangun oleh Qusay bin Ka‘ab. Pintu gedung 
itu sengaja diarahkan ke Ka‘bah. Rasulullah telah mengajarkan para 
sahabatnya melalui sejarah beliau bersama sahabat dan pengarahan 
Rasulullah bagaimana mereka menghormati hak pendakwa dalam menuntut 
haknya walaupun ia menuntutnya dengan cara kasar.  Suatu hari seorang 
Yahudi menagih hutang yang belum jatuh tempo pada beliau. Ia menagihnya 
dengan kasar. Ia berkata: "Sungguh kalian adalah orang-orang yang menunda-
nunda hutang wahai Bani Abdul Mutthalib," tatkala Rasulullah melihat para 
sahabatnya marah pada perkataan yang tidak sopan ini, beliau berkata pada 
mereka:"Biarkan dia. Karena orang yang mempunyai hak punya bicara.  
Pada waktu Islam datang dan berkembang, praktik pemberian jasa 
hukum terus berjalan dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra-Islam. 
Hal-hal yang bersifat tahayul dan syirik mulai dieliminir secara bertahap dan 
disesuaikan  dengan ajaran Islam. Tradisi pemberian bantuan jasa hukum 
lebih berkembang pada masyarakat Makkah sebagai pusat perdagangan untuk 
menyelesaikan sengketa bisnis.  
Demikian juga lembaga jasa hukum berkembang di Madinah sebagai 
daerah agraris untuk menyelesaikan masalah sengketa di bidang  pertanian.  
Apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar terhadap Bilal bin Robah adalah 


































salah satu contoh advokasi non litigasi. Posisi Bilal sebagai budak, dalam 
sistem sosial saat itu, tidak memungkinkan orang lain untuk campur tangan. 
Kekuasaan atasnya berada di tangan tuannya. Maka, untuk membebaskan 
Bilal dari penyiksaan Bilal dibeli dan selanjutnya dimerdekakan.   
Dalam perspektif Islam, terdapat empat kategori profesi yang 
menjalankan tugas dan fungsi memberikan jasa hukum dalam perspektif 
Islam, yakni waka}>lah, h}akam, mufti> dan mus}alih alai>h . Fungsi mereka sama 
halnya dengan advokat yang berperan sebagai melakukan advokasi berupa 
konusltasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, 
melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, 
mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat kepada para pihak agar 
saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak 
lain secara is}lah}. 
Waka>lah atau perwakilan muncul ketika satu orang menguasakan 
kepada orang lain untuk menggantikannya memperoleh hak-hak sipilnya.
18
 
Pengertian waka>lah atau wika>lah (perwakilan atau perlindungan) sama 
maknanya dengan tafwi>d} (penyerahan atau pelimpahan), yang berarti 
pemberian bantuan hukum, penasehat hukum atau pengacara juga berarti 
ha>fiz} (pemelihara). Sedangkan menurut istilah syara‘ yang dimaksud dengan 
wika>lah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang dalam hal-
hal yang dapat digantikan dan diperoleh oleh syara‘. 
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Sedangkan h}akam , secara yuridis, dapat dilihat dari sumber hukumnya, 
baik dalam Alquran, al-Sunnah maupun ijma‘ ulama. Alquran sebagai sumber 
hukum pertama memberikan petunjuk kepada manusia apabila terjadi 
sengketa para pihak, apakah di bidang politik, bisnis maupun keluarga dapat 
menyelesaikannya secara islah sebagaimana dalam Q.S al-Nis>a  ayat 35: 
ۗ 
‚Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 
kirimlah seorang h}akam dari keluarga laki-laki dan seorang h}akam dari 
keluarga perempuan. Jika kedua orang h}akam itu bermaksud 
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-
isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal.‚ 
Demikian juga dalam al-sunnah, memberikan penjelasan bagaimana 
suatu persengketaan harus segera diselesaikan dengan cara damai. Seperti 
diungkapkan Rasulullah sebagai berikut: Apabila berselisih kedua belah pihak 
(penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti-bukti di antara mereka keduanya, 
maka perkataan yang (diterima) ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang 
atau saling mengembalikan (sumpah). 
Begitupun Rasulullah bersabda melalui riwayat Abu Hanifah : Apabila 
terjadi perselisihan orang yang berjual beli, maka keterangan yang 
disampaikan penjual itulah yang dipakai. Karena itu si pembeli boleh 
menerimanya dengan rela atau keduanya membatalkan jual beli. 
Pengangkatan h}akam dalam perspektif Islam pada dasarnya sama dengan 
pengangkatan seorang hakim pada badan peradilan. Ahli fiqh menetapkan 
bahwa h}akam itu hendaklah orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu dapat 


































dijadikan saksi baik laki-laki ataupun perempuan dan mempunyai keahlian 
dalam bertindak sebagai h}akam sampai menetapkan hukum. 
Seorang mufti>, secara etimologi diartikan sebagai orang yang memberi 
fatwa (nasehat hukum). Menurut pengertian terminologis adalah orang yang 
dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah\ untuk disampaikan kepada 
manusia. Dalam perspektif hukum positif, mufti> sama dengan penasehat 
hukum atau konsultan hukum. Mufti> memberikan fatwa kepada seseorang 
terhadap suatu hal yang telah terjadi. Memberi fatwa pada dasarnya sama 
dengan memberikan nasehat hukum kepada seseorang yang belum 
mengetahui tentang sesuatu masalah yang dihadapinya. Menurut catatan 
sejarah, orang yang pertama kali menjadi mufti> adalah Rasulullah Saw. Nabi 
Muhammad memberi fatwa atas nama Allah berdasarkan wahyu. Kemudian 
tugas ini dilanjutkan oleh sahabat dan tabiin.   
Dalam hal ini fatwa yang boleh dimintakan kepada mufti> meliputi 
seluruh bidang hukum sampai bidang ibadah pun boleh meminta fatwa, 
sedangkan pada pengadilan terbatas dalam masalah yang ada pada hak 
pengadilan. Fatwa-fatwa yang diberikan oleh mufti> walaupun tidak 
merupakan putusan hakim tetapi dia merupakan petunjuk-petunjuk dan 
merupakan majlis pertimbangan. Lembaga-lembaga fatwa itu memberi fatwa 
dan mengeluarkan pendapat baik masalah masalah yang diajukan oleh 
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TUGAS DAN KEWENANGAN ADVOKAD MENURUT UNDANG-UNDANG 
NOMOR 18 TAHUN 2003 
 
A. Pengertian Advokad 
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 
tentang Advokat, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, TLN Nomor 
4255, maka profesi advokat di Indonesia memasuki era baru. Era yang dalam 
konteks ini diartikan sebagai pemicu bagi calon advokat / advokat untuk 
menjadi lebih baik dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat. 
Karena alasan ini, sebagai titik awal, peran, fungsi, dan pengembangan 
organisasi advokat perlu dipahami dengan baik, baik pada tingkat filosofis 
(teori) maupun dalam praktik. 
 
B. Peran dan Fungsi Advokad 
Pengertian advokat sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
Advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun 
di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan di bawah hukum ini. 
Selanjutnya, dalam Undang-Undang Advokat, dinyatakan bahwa advokat 
adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan yang setara dengan penegak 
hukum lainnya (hakim, jaksa dan polisi). Namun, meskipun keduanya sebagai 
penegak hukum, peran dan fungsi penegak hukum ini berbeda satu sama lain. 


































Mengikuti konsep trias politica mengenai pemisahan kekuasaan negara, 
para hakim sebagai penegak hukum menjalankan kekuasaan kehakiman, jaksa 
penuntut dan polisi menggunakan kekuasaan eksekutif. Di sini kita bisa 
melihat gambar hakim yang mewakili kepentingan negara, jaksa dan polisi 
yang mewakili kepentingan pemerintah. Sedangkan advokat tidak termasuk 
dalam ruang lingkup kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif). 
Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara 
independen untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak 
terpengaruh oleh kekuasaan negara (kehakiman dan eksekutif). 
Sebagai konsekuensi dari konsep yang berbeda, hakim 
dikonseptualisasikan sebagai memiliki posisi objektif dengan pemikiran 
obyektif karena mereka mewakili kekuatan negara dalam peradilan. Karena 
itu, dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kasus, hakim selain 
diwajibkan untuk mengikuti hukum dan peraturan juga harus mengeksplorasi 




Jaksa dan Polisi secara konseptual memiliki posisi subyektif dengan 
cara berpikir subyektif karena mereka mewakili kepentingan pemerintah 
(eksekutif). Untuk alasan ini, jika ada pelanggaran hukum (law), jaksa dan 
polisi diberi wewenang oleh hukum untuk mengambil tindakan tanpa harus 
mengeksplorasi nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-
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tengah masyarakat. Dengan kata lain, setiap pelanggaran hukum (law), akan 
terbuka bagi jaksa penuntut dan polisi untuk mengambil tindakan. 
Sementara advokat dikonseptualisasikan sebagai memiliki posisi 
subyektif dengan pemikiran objektif. Posisi subyektif Advokat adalah karena 
ia mewakili kepentingan masyarakat (klien) untuk membela hak-hak 
hukumnya. Namun, dalam membela hak-hak hukum ini, cara berpikir advokat 
harus dinilai secara objektif berdasarkan keahlian dan kode etik profesional 
mereka. Karena alasan ini, dalam kode etik yang ditentukan antara lain, 
advokat dapat menolak untuk menangani kasus-kasus yang menurut keahlian 
mereka tidak memiliki dasar hukum, dilarang memberikan informasi yang 
menyesatkan dan menjanjikan kemenangan bagi klien. 
 
C. Kedudukan Advokad Sebagai Penegak Hukum 
Keberadaan advokat di tengah-tengah masyarakat ibarat buah 
simalakama, Fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa advokat sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat, terutama orang-orang yang tersandung kasus 
hukum. Tetapi ada juga beberapa orang yang percaya bahwa keberadaan 
advokat dalam sistem penegakan hukum tidak diperlukan. "Penelitian negatif 
ini tidak terlepas dari tindakan advokat itu sendiri yang kadang-kadang 
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai petugas penegak hukum tidak 
sesuai dengan harapan dan yang paling disayangkan adalah sejumlah kecil 


































advokat menjadi bagian dari mafia peradilan". Advokat dalam sistem 
penegakan hukum sebagai penegak hukum dan profesi yang terhormat. 
2
 
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, advokat harus dilengkapi 
dengan otoritas yang sama dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, 
jaksa dan hakim. Wewenang advokat dalam sistem penegakan hukum sangat 
penting untuk menjaga independensi advokat dalam menjalankan profesinya 
dan juga untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh 
penegak hukum lainnya. Lembaga penegak hukum seperti hakim, jaksa dan 
polisi dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya diberi wewenang tetapi 
para advokat dalam menjalankan profesinya tidak diberi wewenang. Melihat 
kenyataan ini, perlu memberikan otoritas kepada advokat. "Wewenang ini 
diperlukan selain untuk menciptakan paralel di antara para pejabat penegak 
hukum serta untuk menghindari adanya beberapa interpretasi di antara para 
pejabat penegak hukum lainnya dan para advokat itu sendiri terkait dengan 
otoritas." Sedangkan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat 
tidak mengatur kewenangan Advokat dalam menjalankan fungsi dan 
tugasnya sebagai petugas penegak hukum. Dengan demikian, ada kekosongan 
norma-norma hukum yang terkait dengan wewenang Advokat. 
 Profesi advokat adalah organ negara yang menjalankan fungsi negara. 
Dengan demikian, profesi advokat sama dengan kepolisian, kejaksaan dan 
keadilan sebagai organ negara yang menjalankan fungsi negara. Perbedaannya 
adalah bahwa advokat adalah lembaga swasta yang berfungsi secara publik 
                                                          
2
 Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia (Citra, Idealisme, Keprihatinan) (Jakarta: Pustaka 
Sinar Harapan, 1995), 14. 


































sedangkan kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan adalah lembaga publik. Jika 
seorang advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya diberi wewenang 
dalam statusnya sebagai petugas penegak hukum, posisinya sama dengan 
petugas penegak hukum lainnya. Dengan penyelarasan ini, keseimbangan 
akan dibuat untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik. 
Otoritas advokat dalam aspek kekuasaan kehakiman para advokat dalam 
sistem kekuasaan kehakiman ditempatkan untuk melindungi dan mewakili 
masyarakat. Sementara hakim, jaksa dan polisi ditempatkan untuk mewakili 
kepentingan negara.  
Dalam posisi ini, posisi, fungsi dan peran advokat sangat penting, 
terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan 
masyarakat. Ada dua fungsi advokat untuk keadilan yang perlu diperoleh 
perhatian. Kepentingan pertama, mewakili klien untuk menegakkan keadilan, 
dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya. Kedua, membantu 
klien, seseorang yang melakukan advokasi mempertahankan legitimasi sistem 
peradilan dan fungsi advokat. Selain dua fungsi advokat, yang tidak kalah 
penting, yaitu bagaimana advokat dapat memberikan pencerahan di bidang 
hukum di masyarakat. Pencerahan ini dapat dilakukan dengan memberikan 
konseling hukum, mensosialisasikan berbagai undang-undang dan peraturan, 
konsultasi hukum kepada publik melalui media cetak, elektronik dan 
langsung. Fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa keberadaan advokat 
dibutuhkan oleh masyarakat, terutama mereka yang tersandung dalam kasus-
kasus hukum, Untuk mendukung keberadaan advokat dalam menjalankan 


































fungsi dan tugas mereka dalam sistem penegakan hukum, wewenang harus 
diberikan kepada advokat. 
 Otoritas advokat diperlukan untuk menghindari tindakan sewenang-
wenang yang dilakukan oleh petugas penegak hukum lainnya (Hakim, Jaksa 
Penuntut, Polisi) dan juga dapat memberikan batasan wewenang yang jelas 
kepada advokat dalam menjalankan profesinya.  
"Dalam praktiknya, seringkali kehadiran advokat dalam menjalankan 
profesinya sering diabaikan oleh aparat penegak hukum. Hal ini 
mengakibatkan posisi advokat tidak setara dengan petugas penegak hukum 
lainnya." Dari sisi pemahaman, advokat ini bisa dibedakan dari pengacara dan 
konsultan hukum. Pengacara adalah seseorang yang membantu penggugat 
dan terdakwa dan ditunjuk oleh Pengadilan Tinggi tertentu dan batas-batas 
tugasnya hanya diizinkan di yurisdiksi Pengadilan Banding. Sedangkan 
konsultan hukum adalah seseorang yang tidak harus memiliki lisensi untuk 
berpraktik sebagai advokat atau seorang pengacara, tetapi ia harus memiliki 
pengetahuan yang cukup tentang penyelesaian sengketa hukum. Tetapi pada 
dasarnya fungsi, peran dan tanggung jawab advokat, pengacara, penasihat 
hukum adalah sama, perbedaannya hanya dalam hal kompetensi.  
Secara historis peran advokat atau penasihat hukum telah sejalan 
dengan perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada 
sementara ada komunitas dan komunitas yang membutuhkan hukum 
sementara juga membutuhkan penegakan hukum. Maka negara sebagai 
bentuk kekuatan formal, bersama dengan perangkat dan sistem hukum yang 


































dipercayakan untuk melengkapi hukum yang masih dalam bentuk kesadaran 
dan norma moral. Sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang bisa 
ditegakkan ditegakkan. 
 Seiring dengan perkembangan hukum, masyarakat sebagai subjek 
hukum menuntut seseorang yang dapat membantunya menegakkan keadilan 
baginya, memecahkan masalah yang dihadapinya dan membantu dalam 
kasusnya. Karena latar belakang ini, seorang advokat atau pengacara 
diperlukan sebagai penegak keadilan baginya. Tujuan menghadirkan 
pengacara selain itu juga untuk memberikan bantuan hukum kepada terdakwa 
dan membantu hakim menemukan kebenaran. Sehingga advokat dianggap 
sebagai penegak hukum.  
Dari kondisi ini, tampak urgensi otoritas advokat dalam menjalankan 
fungsi dan tugasnya dalam sistem penegakan hukum. Otoritas advokat 
diberikan untuk mendukung implementasi penegakan hukum yang baik. 
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, 
dijelaskan bahwa hak dan tanggung jawab advokat meliputi:  
1. Para advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam 
membela kasus-kasus yang menjadi tanggung jawab mereka dalam 
persidangan dengan mematuhi kode etik profesi dan undang-undang. Ini 
berarti bahwa dalam melindungi dan membela klien yang menghadapi 
suatu kasus, seorang advokat secara bebas memberikan dan mengeluarkan 
pendapat untuk kepentingan kliennya, tetapi dalam memberikan 


































pembelaan dengan pernyataan bebas, setiap advokat harus dibimbing dan 
dibatasi pada norma atau kode etika dalam profesi advokat. Tersebut. 
2. Pengacara bebas melakukan tugas profesionalnya untuk membela kasus 
yang menjadi tanggung jawabnya dengan mematuhi kode etik dan 
undang-undang profesi. Ini berarti bahwa setiap advokat dalam 
menjalankan tugasnya dalam profesinya tidak dapat diintervensi oleh 
pihak mana pun, jelas dalam menjalankan tanggung jawab ini secara 
independen berdasarkan kode etik profesi advokat. 
3. Advokat tidak dapat dituntut sipil dan kriminal dalam menjalankan 
profesi mereka dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien 
dalam proses pengadilan. Dalam menjalankan tanggung jawab profesi 
advokat di persidangan, setiap advokat hukum tidak dapat melakukannya, 
artinya setiap advokat ketika memberikan layanan dan bantuan hukum 
kepada kliennya tidak dapat diberikan sanksi hukum atau perdata selama 
masalah tersebut diberikan dan ditunjukkan untuk kepentingan klien itu. 
Tetapi hak imunitas yang dimiliki oleh masing-masing advokat harus 
digunakan dengan benar dan mungkin tidak seperti yang diinginkan. 
4. Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki hak untuk 
mendapatkan informasi, data, dan dokumen lain, baik dari instansi 
pemerintah maupun pihak lain yang terkait dengan kepentingan ini yang 
diperlukan untuk mempertahankan kepentingan klien mereka sesuai 
dengan hukum dan peraturan. Ketentuan ini memberi pengacara hak 
bahwa dalam hal pembelaan klien, seorang advokat memiliki hak untuk 


































mendapatkan informasi atau sumber data dari berbagai pihak, baik 
pemerintah maupun non-pemerintah. 
5. Para advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya dilarang 
membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, 
politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya mereka. 
Dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang 
advokat, bahwa seorang advokat harus adil dan tidak boleh menerapkan 
diskriminasi terhadap klien dalam menjalankan tugas dan profesinya 
sebagai advokat. 
6. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan klien mereka dalam membela 
kasus klien oleh pihak berwenang dan / atau publik. Ini berarti bahwa 
advokat dalam memberikan layanan atau bantuan hukum kepada klien 
tidak boleh disamakan dalam sikap atau perilaku 
7. Advokat harus menjaga segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari 
klien mereka rahasia karena hubungan profesional mereka, kecuali 
ditentukan lain oleh hukum. Untuk setiap advokat, mereka harus menjaga 
semua yang mereka ketahui bersama tentang klien yang mereka tangani, 
apakah itu sesuatu dalam bentuk dokumen atau hal-hal yang tidak terlihat 
harus disimpan dan mungkin tidak dipublikasikan, kecuali dalam hal 
informasi atau hal-hal yang diperlukan oleh lembaga penegak hukum yang 
diatur lainnya. dalam undang-undang, masing-masing advokat ini dapat 
mempublikasikan informasi yang dia tahu 


































8. Advokat berhak untuk kerahasiaan hubungan mereka dengan klien, 
termasuk perlindungan file dan dokumen mereka terhadap penyitaan atau 
inspeksi dan perlindungan menguping komunikasi advokat elektronik. Ini 
berarti bahwa setiap advokat dalam melakukan pembelaan terhadap 
kliennya harus diberi kerahasiaan dokumen, informasi atau hal-hal lain 
yang berkaitan dengan kliennya dalam suatu hubungan baik oleh 
masyarakat maupun petugas penegak hukum lainnya. 
9. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan 
kepentingan tugas dan martabat profesi mereka. Setiap advokat tidak 
diizinkan untuk memegang posisi lain, seperti pejabat partai atau pejabat 
penegak hukum lainnya, takut bahwa setiap advokat memegang posisi 
lain yang menuntut layanan tersebut, yang merugikan profesi advokat 
atau mengurangi kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan tugas 
profesionalnya. bahkan jika ada pejabat advokat negara, advokat harus 
berhenti menjalankan profesi. 
10. Advokat berhak menerima honorarium untuk layanan hukum yang telah 
diberikan kepada klien mereka. Berdasarkan pada dasar jasa hukum yang 
diberikan oleh seorang advokat kepada kliennya, advokat memiliki hak 
untuk memberikan honorarium dalam bentuk uang atau barang sesuai 
dengan jumlah dan sesuai dengan perjanjian yang disepakati pada awal 
perjanjian antara kedua belah pihak.  
 
 


































D. Kewenangan Advokat Dalam Melindungi Berkas & Dokumen Klien 
Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya 
secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (llien) dan tidak 
terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Dalam mewakili 
kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir 
advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan 
kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan adanya ketentuan 
advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak 
ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan 
menjanjikan kemenangan kepada klien.
3
 
Profesi advokat sesungguhnya sangat sarat dengan idealism. Sejak 
profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun lalu, advokat dijuluki 
sebagai ‚Officium Nobile‛ (profesi yang mulia). Profesi advokat itu mulia 
karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan 
dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi 
manusia. 
Di samping itu, advokat pun bebas dalam membela, tidak terikat pada 
perintah klien dan tidak pilih bulu siapa lawan kliennya seperti misalnya 
golongan pejabat, pengusaha, penguasa dan lain sebagainya.
4
 Profesi advokat 
yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya membela 
masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak 
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 Pasal 3 dan 4 Kode Etik Advokat Indonesia. 
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 Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia (Citra, Idealisme, Keprihatinan) (Jakarta: Pustaka 
Sinar Harapan, 1995),14-16.  


































mendapatkan tekanan darimana pun juga. Kebebasan inilah yang harus 
dijamin dan dilindungi oleh Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 
advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa 
berfungsi secara maksimal. 
Kebebasan profesi advokat bersifat universal dan diakui oleh banyak 
negara terutama di negara-negara demokratis. Makin bebas profesi advokat 
makin demokratis suatu negara. Mengingat adanya kebebasan profesi 
advokat, maka para pembela masyarakat ini dapat memperjuangkan 
kepentingan masyarakat tanpa rasa takut, campur tangan, dan tekanan dari 
pihak mana pun juga. Kebebasan profesi advokat yang secara international 
dikenal dengan  Independence of the legal profession yakni merupakan syarat 
mutlak terciptanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak 
(Independent and Impartial Judiciary). 
Apabila mengacu kepada Pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 
tentang advokat, maka sesungguhnya kedudukan dan status advokat sudah 
sangat jelas, yaitu sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, dijamin 
oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sebagai penegak hukum, 
advokat memiliki kedudukan yang sama dengan hakim, yaitu mandiri, 
independen, dan bebas. Kedudukan yang sedemikian tak menyebabkan 
advokat memiliki kekuasaan yang sama dengan penegak hukum lain.  
Advokat tidak punya kekuasaan seperti penegak hukum lain, meski dari 
segi luas atau jangkauan pekerjaan sebenarnya lebih luas dibandingkan 
dengan penegak hukum lain. Advokat bertugas dari hulu ke hilir, dari tingkat 


































penyidikan sampai jatuhnya putusan pengadilan dan jalannya pemidanaan. 
Penegak hukum lain bersifat parsial, tidak bisa turut campur pada setiap 
tingkat peradilan, polisi hanya melakukan penyelidikan, tidak melakukan 
penuntutuan maupun penjatuhan putusan, demikian pula dengan jaksa dan 
hakim.  
Pada intinya hak penasehat hukum (advokat/pengacara) merupakan 
fungsi daripada advokat itu sendiri, yakni mendampingi seorang tersangka 
ketika dilakukan pemeriksaan, memberikan nasehat-nasehat hukum kepada 
tersangka dan keluarga tersangka, baik  ketika nasehat hukum itu diminta 
maupun tidak diminta oleh tersangka ataupun oleh keluarga tersangka.
5
      
Advokat atau pengacara diperlukan supaya keadilan tegak dan 
ditegakkan. Tugas polisi adalah menyidik, dan advokat mendampingi orang 
yang didakwa (klien, tersangka, saksi, terdakwa). Semua unsur ini mutlak 
diperlukan supaya ada keseimbangan dalam sistem hokum, tanpa advokat,  
maka proses peradilan akan timpang, karena tersangka dan orang yang lemah 
akan bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat negara. Ketika negara 
menuduh rakyatnya melakukan tindak pidana, maka posisi rakyat yang 
bersangkutan amat lemah, sehingga ia perlu didampingi advokat supaya 
peradilan berjalan berimbang. Dengan keseimbangan itu, hakim yang berada 
di tengah-tengah bertugas memutuskan.  
Jadi tugas pengacara bukan membebaskan klien, tapi menegakkan 
keadilan. Tugas jaksa juga bukan menghukum orang, tapi menegakkan 
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 Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif 
(Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), 194.  


































keadilan. Apabila orang itu terbukti bersalah, maka hukumlah. Tapi kalau 
tidak terbukti bersalah, bebaskan. Semua tergantung alat bukti. 
Undang-Undang sendiri menyebutkan advokat dan kliennya tidak 
identik. Timbul sebuah anggapan, advokat yang membabi-buta membela 
kliennya, ada juga jaksa yang membabi-buta menghukum rakyat. Padahal 
kaksa bekerja dibayar rakyat, tapi rakyatnya malah dihukum dengan segala 
cara. Ini cara berpikir yang mesti diperbaiki. Segala sesuatu harus dilihat 
secara proporsional. Rakyat harus diberi pemahaman yang betul,jangan 
disesatkan. 
Advokat merupakan  salah satu penegak hukum, maka diperlukan 
adanya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan profesinya, 
sehingga hambatan dalam penegakan supremasi hukum dapat diatasi. Untuk 
menjaga citra dan kewibawaan advokat adalah salah satu fungsi dari sebuah 
organisasi advokat (bar association). Fungsi ini terkait erat dengan peran 
organisasi advokat untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan 
kepada publik.  
Realitasnya menunjukan, tidak jarang hak seorang advokat tersebut 
ketika dihadapkan dengan peristiwanya terjadi benturan dengan hak yang 
dimiliki oleh institusi penegak hukum lain, khususnya institusi Penyidik 
Polri. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dalam 
kedua peraturan itu, Penyidik Polri diberi kewenangan untuk melakukan 


































penyitaan terhadap benda termasuk berkas dan dokumen yang dalam 
pelaksanaannya untuk melakukan penyitaan penyidik polri harus terlebih 
dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. 
Dalam konteks ini terjadi paradoks antara ketentuan Undang-undang 
Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Di satu sisi undang-
undang memberi hak kepada penyidik polri dapat melakukan penyitaan 
terhadap benda termasuk berkas dan dokumen milik tersangka dalam proses 
penyidikan. Di sisi lain seorang advokat diberi hak untuk melakukan 
perlindungan atas berkas dan dokumen milik kliennya yang telah diserahkan 
kepadanya, dalam rangka untuk kepentingan pembelaan diri kliennya, dari 
tindakan penyitaan yang akan dilakukan oleh penyidik polri.  
Dalam praktik terjadi pertentangan antara hak advokat atas 
perlindungan terhadap berkas dan dokumen milik klien versus kewenangan 
penyidik untuk melakukan penyitaan dalam proses penyidikan tindak pidana. 
Keadaan ini dapat memicu ketegangan antara penyidik polri dan advokat 
yang semestinya tidak terjadi karena kedua institusi ini sama-sama bertujuan 
untuk menegakkan hukum dan keadilan. 
 
 




































ANALISIS FIQH SIYA<SAH  TERHADAP KEWENANGAN DAN TUGAS 
ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 
 
A. Analisis  Kewenangan Advokat dalam Melindungi Berkas dan Dokumen 
Klien  Menurut Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 
Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya 
secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (Klien) dan tidak 
terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Dalam mewakili 
kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir 
advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan 
kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan adanya ketentuan 
advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak 
ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan 
menjanjikan kemenangan kepada klien 
Apabila mengacu kepada Pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 
tentang Advokat, maka sesungguhnya kedudukan dan status advokat sudah 
sangat jelas, yaitu sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, dijamin 
oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sebagai penegak hukum, 
Advokat memiliki kedudukan yang sama dengan hakim, yaitu mandiri, 
independen, dan bebas.
1
 Kedudukan yang sedemikian tak menyebabkan 
advokat memiliki kekuasaan yang sama dengan penegak hukum lain.  
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 Frans Hendra Winarta, ‚Kedudukan Advokat atau Penasihat Hukum sebagai Penegak Hukum, 
Advokat atau Penasihat Hukum Menuju Undang-Undang Profesi‛, Majalah Hukum Pro Justitia, 
No. 4 Oktober 1996, FH UNPAR Bandung.  


































Advokat tidak punya kekuasaan seperti penegak hukum lain, meski dari 
segi luas atau jangkauan pekerjaan sebenarnya lebih luas dibandingkan 
dengan penegak hukum lain. Advokat bertugas dari hulu ke hilir, dari tingkat 
penyidikan sampai jatuhnya putusan pengadilan dan jalannya pemidanaan. 
Penegak hukum lain bersifat parsial, tidak bisa turut campur pada setiap 
tingkat peradilan, polisi hanya melakukan penyelidikan, tidak melakukan 
penuntutuan maupun penjatuhan putusan, demikian pula dengan jaksa dan 
hakim. Pada intinya hak penasehat hukum (Advokat/Pengacara) merupakan 
fungsi daripada advokat itu sendiri, yakni mendampingi seorang tersangka 
ketika dilakukan pemeriksaan, memberikan nasehat-nasehat hukum kepada 
tersangka dan keluarga tersangka, baik  ketika nasehat hukum itu diminta 
maupun tidak diminta oleh tersangka ataupun oleh kelurga tersangka.
2 
Advokat atau pengacara diperlukan supaya keadilan tegak dan 
ditegakkan. Tugas polisi adalah menyidik dan advokat mendampingi orang 
yang didakwa (Klien, Tersangka, Saksi, Terdakwa). Semua unsur ini mutlak 
diperlukan supaya ada keseimbangan dalam sistem hukum. Bisa dibayangkan, 
tanpa advokat,  maka proses peradilan akan timpang, karena tersangka dan 
orang yang lemah akan bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat 
Negara. Ketika Negara menuduh rakyatnya melakukan tindak pidana, maka 
posisi rakyat yang bersangkutan amat lemah, sehingga ia perlu didampingi 
advokat supaya peradilan berjalan berimbang. Dengan keseimbangan itu 
hakim yang berada di tengah-tengah bertugas memutuskan.  
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 Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif 
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Fungsi advokat untuk membela klien adalah menegakkan azas praduga 
tak bersalah yang dianut dalam sistem hukum kita. Dalam menjalankan 
profesinya sebagai penegak hukum, advokat oleh undang-undang diberikan 
hak dan kewajiban diantaranya sebagaimana yang diatur dalam pasal  19 ayat 
(1) yang menegaskan ‚advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan 
klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap 
penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas 
komunikasi elektronik advokat‛. 
Ketentuan ini adalah merupakan pencerminan perlindungan hak asasi 
dalam rangka the rule of law yang dalam hal ini merupakan perlindungan 
terhadap dokumen dan berkas milik klien dari seorang advokat. Perlindungan 
ini juga merupakan hak seorang advokat sebagai yang menjalani kuasa, 
mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk 
kepentingan hukum kliennya. 
Dalam konteks ini terjadi paradoks antara ketentuan Undang-undang 
Kepolisian No. 2 tahun 2002 jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-undang No. 18 
Tahun 2003 tentang Advokat. Di satu sisi undang-undang memberi hak 
kepada penyidik polri dapat melakukan penyitaan terhadap benda termasuk 
berkas dan dokumen milik tersangka dalam proses penyidikan. Di sisi lain 
seorang advokat diberi hak untuk melakukan perlindungan atas berkas dan 
dokumen milik kliennya yang telah diserahkan kepadanya, dalam rangka 
untuk kepentingan pembelaan diri kliennya, dari tindakan penyitaan yang 


































akan dilakukan oleh penyidik polri. Dalam praktik terjadi pertentangan antara 
hak advokat atas perlindungan terhadap berkas dan dokumen milik klien 
versus kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan dalam proses 
penyidikan tindak pidana. Keadaan ini dapat memicu ketegangan antara 
penyidik polri dan advokat yang semestinya tidak terjadi karena kedua 
institusi ini sama-sama bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. 
Penyidik polri diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan yaitu; serangkaian tindakan dalam hal dan menurut 
cara yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). Untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang bukti itu membuat 
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya 
Pengetahuan dan pengertian tentang penyidik perlu dinyatakan dengan pasti 
dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak asasi 
manusia. Sebelum penyidikan dimulai harus sudah dapat diperkirakan delik 
apa yang telah terjadi dan bagaimana aturannya dalam perundang-undangan 
pidana. Hal ini penting karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang 
terjadi yang sesuai dengan rumusan delik tersebut. 
Penyidik polri karena kewajibannya mempunyai wewenang antara lain; 
untuk melakukan penyitaan yaitu; serangakaian tindakan penyidik untuk 
mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya baik benda 
bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud untuk 
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, pembuktian dan peradilan (Pasal 
1 butir 16 KUHAP). Pengertian penyitaan dalam pasal ini adalah pengertian 


































yang sempit, karena hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian dalam 
penyidikan, penuntutan dan peradilan. Tidak termasuk pengertian pengambil 
alihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana tetapi hanya 
semata-mata dibatasi untuk pembuktian. Namun demikian penguasaan 
pengambilalihan dan penguasaan milik orang itu adalah lansung menyentuh 
dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas 
penguasaan atas orang. 
Mengenai izin dari Ketua Pengadilan Negeri ini masih dapat 
dikecualikan apabila dalam keadaan mendesak penyidik harus segera 
bertindak untuk melakukan penyidikan dan penyitaan atas benda bergerak, 
tetapi setelah itu penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan 
negeri setempat guna mendapatkan persetujuannya (Pasal 38 ayat (2) 
KUHAP. Namun KUHAP tidak ada menjelaskan tentang apakah laporan 
kepada ketua pengadilan negeri hanya formalitas belaka ataukah mengikat. 
Kalau ketua pengadilan tidak menyetujui penyitaan tersebut apakah harus 
dikembalikan benda yang disita itu kepada tersangka. Mengenai hal ini 
menurut logika hukum maka penyitaan itu harus dibatalkan. 
Selain benda bergerak maka benda-benda yang dapat disita adalah: 
1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang sekuruh atau sebagian 
diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; 
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak 
pidana atau untuk mempersiapkannya; 


































3. Benda yang ipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 
pidana; 
4. Benda-benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak 
pidana; 
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 
yang dilakukan. 
Lebih lanjut KUHAP tidak ada menjelaskan tentang apa yang dimaksud 
dengan yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, namun 
dalam praktik biasanya benda yang dapat disita berupa yang dipergunakan 
untuk melakukan delik dikenal dengan mana delik dilakukan dan benda yang 
menjadi objek delik. Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang 
menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau 
pengiriminnya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau 
perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau 
benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka yang berasal daripadanya dan 
untuk itu kepada tersangka atau kepada pejabat kantor pos dan 
telekomunikasi, jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan 
yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan (Pasal 41 KUHAP). 
Sebagai pembatasan penyitaan surat ditegaskan dalam Pasal 43 
KUHAP yang menentukan bahwa penyitaan surat atau tulisan lain dari 
mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, 
sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas 
persetujuan mereka atau atas izin ketua pengadilan negeri setempat kecuali 


































undang-undang menentukan lain. Dalam hal ini izin dari yang berhak sangat 
sulit didapatkan sehingga pemeriksaan bisa menjadi terhambat kecuali izin 
diberikan oleh ketua pengadilan negeri setempat, maka pemeriksaan dapat 
berlangsung. 
Jika penyitaan dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana 
tambahan, maka harus diperhatikan Pasal 39 KUHP ayat (1) yang 
menentukan yang dapat dirampas ialah: 
1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan; 
2. Barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja telah dipakai 
untk melakukan kejahatan. 
Pembatasan Pasal 39 ayat (1) KUHP telah diperluas dalam ayat (2) 
yang memungkinkan delik yang dilakukan tidak dengan sengaja atau 
pelanggaran pidana perampasan dapat dijatuhkan asal ditentukan oleh 
undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang disini ialah undang-
undang tindak pidana khusus seperti undang-undang tindak pidana ekonomi, 
undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana 
perbankan, dan lain-lain. 
Dalam perkembangan hukum selanjutnya dalam undang-undang No. 18 
Tahun 2003 tentang Advokat, terdapat pembatasan hak penyidik untuk 
melakukan penyitaan atas berkas dan dokumen milik tersangka yang berada 
di tangan advokat untuk kepentingan pembelaannya. Pembatasan ini 
merupakan salah satu faktor penghambat bagi penyidik untuk melakukan 
penyidikan dalam suatu perkara pidana yang barang bukti berupa surat atau 


































dokumen milik tersangka yang telah diserahkannya kepada advokat dalam 
rangka untuk kepentingan pembelaannya. Undang-undang ini tidak 
menjelaskan lebih lanjut tentang upaya apa yang dapat dilakukan oleh 
penyidik guna mendapatkan barang bukti itu, untuk kepentingan pembuktian 
dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Kenyataan ini tidak dapat 
dibiarkan apalagi penyidikan terhadap perkara pidana itu harus dilakukan 
untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di samping itu juga penegakkan 
hukum dan keadilan itu harus melindungi hak asasi manusia. Masalahnya 
sekarang bagaimana cara mengatasi kendala tersebut, agar hukum dan 
keadilan dapat ditegakkan dan hak asasi tetap dilindungi. 
Ketentuan undang-undang ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut 
tentang berkas dan dokumen itu apakah termasuk benda yang dipergunakan 
secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya dan 
apakah benda itu dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan atau 
khusus diperuntukkan untuk melakukan delik dan benda lain yang 
mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan. Jika hal ini 
tidak dijelaskan secara rinci tentu akan mengundang penafsiran yang 
berbeda-beda di kalangan penegak hukum. Bagi seorang advokat yang hanya 
menjalankan undang-undang sesuai dengan aliran positivistis,maka mereka 
akan tetap bertahan sesuai dengan rumusan undang-undang, sehingga mereka 
tetap tidak membenarkan penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap 
berkas atau dokumen milik kliennya yang berada di tangannya, termasuk 
merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau yang diperolehnya dari 


































kliennya, tanpa memperhatikan apakah berkas dan dokumen itu termasuk 
yang dipergunakan langsung atau tidak langsung dengan delik yang dilakukan 
oleh kliennya. 
Dengan wawasan yang luas advokat akan bisa melihat fungsi-fungsi 
hukum, antara lain bahwa hukum itu harus bisa mengengineer masyarakat 
atau membentuk masyarakat yang ideal. Berdasarkan hal tersebut bagi 
advokat yang tetap bertahan untuk tidak membenarkan penyitaan berkas atau 
dokumen milik kliennya sesuai dengan rumusan Pasal 19 ayat (2) Undang-
undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka advokat tersebut 
dianggap tidak mempunyai wawasan yang luas dan tidak dapat melihat 
fungsi-fungsi hukum. Oleh karenanya advokat tersebut sama dengan  maju 
tak gentar membela yang bayar. 
Di samping itu penyidik juga tetap merasa berhak untuk melakukan 
penyitaan terhadap berkas dan dokumen milik tersangka berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang terkait terutama tentang penyitaan yang 
sebagaimana diatur dalam Pasal 38, 39, 42 dan 43 KUHAP jo Undang-undang 
Kepolisian No. 2 Tahun 2003. Tetapi hal ini tidak serta merta dapat 
menjawab persoalan, terlebih lagi apabila Ketua Pengadilan Negeri setempat 
tidak memberikan izin untuk melakukan penyitaan oleh penyidik Polri. 
Kenyataan ini dapat membuat penyidik mengalami kesulitan untuk 
melakukan penyitaan terhadap barang tersangka yang telah diserahkan 
kepada advokat. Kenyataan seperti ini sesungguhnya mencerminkan 
adanya legal gaps antara hak untuk melakukan penyitaan oleh penyidik yang 


































diatur dalam KUHAP dengan hak advokat untuk melindungi berkas atau 
dokumen milik kliennya dari  tindakan penyitaan oleh pihak penyidik. 
Sebagai jalan keluar yang dilakukan oleh penyidik dalam praktiknya 
adalah membuat laporan ke organisasi profesi advokat yang bersangkutan 
dengan dasar laporan bahwa advokat yang bersangkutan telah melakukan 
pelanggaran kode etik.  
Cara yang dilakukan ini juga belum menjawab persoalan. Seharusnya 
penyidik harus dapat melakukan analisa hukum dengan melakukan konstruksi 
hukum melalui penafsiran/ interpretasi, analogi dan argumentum a contrario, 
sehingga dapat menemukan hukum sebagai dasar melakukan penyitaan atas 
berkas dan dokumen tersangka yang telah diserahkan tersangka kepada 
advokat. Di sini penyidik Polri dituntut tidak hanya menjalankan undang-
undang apa adanya sesuai dengan asas legalitas. Jika penyidik Polri tidak 
melakukan hal ini, maka penyidik Polri dapat dikatakan tidak profesional 
dalam bidangnya. 
Untuk menjawab persoalan ini secara analisis juridis, maka perlu kita 
melakukan analisis tentang keberadaan suatu norma hukum yang dirumuskan 
dalam undang-undang. Keberadaan Pasal 19 Undang-undang Advokat adalah 
sebagai pernyataan kehendak pembuat undang-undang untuk melindungi hak 
asasi tersangka dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa. Namun 
demikian rumusan norma hukum yang tercantum dalam Pasal 19 tersebut jika 
dihadapkan dengan peristiwanya ternyata tidak dapat diterapkan. Terlebih 
lagi apabila berkas atau dokumen yang berada di tangan advokat milik 


































tersangka ternyata sebagai barang atau benda yang dipergunakan langsung 
atau tidak langsung untuk melakukan delik oleh tersangka. Kondisi seperti ini 
kita tidak dapat menerapkan undang-undang yang semata-mata hanya 
dihadapkan dengan peristiwanya. 
Jika hal ini dilakukan berarti bahwa penerapan hukum itu sebagai 
silogisme. Penerapan hukum secara silogisme adalah di mana hakim hanya 
mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya, 
kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undang-undang. Di sini 
hakim tidak menjalankan fungsinya secara mandiri dalam menerapkan 
undang-undang terhadap peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya 
menurut bunyi undang-undang. Hal ini berarti menempatkan hakim hanya 
sebagai corong undang-undang (la bauche qui pronounce les paroles de laloi). 
Seharusnya hakim dapat mengisi ruang kosong yang ada dalam hukum itu, 
sehingga dapat menemukan hukum (rechtsvinding).  
Penerapan hukum berarti juga berbicara tentang memfungsikan hukum 
agar sesuai dengan kenyataan sosial. Roscoe Pound sebagai pelopor aliran 
fungsional atau dikenal juga dengan aliran sociological jurisprudence, 
mengatakan bahwa persoalan-persoalan pelik harus dianalisa dengan 
mendalam untuk dapat memahami perkembangan hukum, penghargaan 
terhadap perkembangan hukum dipandang sebagai kunci untuk mengenal 
sifat hukum. Bagi Pound hukum tidak hanya merupakan kumpulan norma-
norma abstrak tetapi juga merupakan suatu proses untuk mengadakan 
keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan 


































menjamin pemuasan kebutuhan yang maksimal dengan pengorbanan yang 
minimal. Pound menggunakan analogi social engineering. Pendapat Pound ini 
bertujuan agar peraturan hukum itu berlaku secara efektif sesuai dengan 
tujuan untuk apa peraturan itu dibuat, maka dalam hal ini hukum yang 
berlaku dalam masyarakat tidak sama dengan hukum yang ada dalam dalam 
buku-buku atau dengan kata lain law in book tidak sama dengan law in 
action. 
Bertitik tolak dari pendapat Pound tersebut di atas, maka eksistensi 
dari Pasal 19 Undang-undang  Advokat harus dapat dianalisa secara 
mendalam dengan melakukan penafsiran (interpretasi) secara sistematis 
terutama melakukan penafsiran tentang ketentuan-ketentuan mengenai 
penyitaan yang diatur dalam KUHAP Pasal 39-43. Dari sini dapat kejelasan 
bahwa penyidik dapat melakukan penyitaan barang milik tersangka berupa 
surat ataupun dokumen yang telah diserahkan kepada advokat, kecuali yang 
menyangkut rahasia negara diperlukan izin khusus Ketua Pengadilan Negeri 
setempat. Kedudukan Hukum Acara Pidana dalam hal ini adalah sebagai 
aturan umum yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kedudukan Undang-
undang Advokat maupun Undang-undang Kepolisian yang hanya sebagai 
aturan hukum sektoral. 
Pound mengatakan hukum itu tidak hanya diberi pensifatan/karakter 
sebagai kumpulan pernyataan-pernyataan yang logis, tetapi harus diberi 
pensifatan/karakter sebagai tindakan resmi (official action), yaitu apa yang 
dilakukan oleh pengadilan dan bukan apa yang dinyatakan. Pendapat Pound 


































ini mengisyaratkan bahwa hakim harus lebih aktif menerapkan hukum sesuai 
dengan kenyataan yang belaku dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan 
keberadaan Pasal 19, maka apabila penyidik Polri meminta izin untuk 
melakukan penyitaan berkas atau dokumen milik tersangka yang berada di 
tangan advokat, hakim harus dapat mempertimbangkan sesuai dengan fakta 
apakah berkas atau dokumen itu sangat berhubungan erat dengan delik yang 
dilakukan oleh tersangka. Jika ternyata terdapat hubungan yang erat dengan 
delik yang dilakukan oleh tersangka, hakim harus memberikan izin untuk 
melakukan penyitaan pada pihak penyidik. Sebagai contoh, jika tersangka 
mempergunakan surat palsu yang telah merugikan orang lain, sedangkan 
penyidik hanya mempunyai fotokopi dari surat itu, sementara yang aslinya 
berada di tangan advokat, untuk proses penyidikan, surat asli yang dipalsukan 
itu harus berada di tangan penyidik. Untuk itu cukup alasan bagi hakim 
memberikan izin penyitaan. 
Pokok pikiran Pound tersebut sama dengan pendirian Holmes yang 
mengatakan bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasikan 
hukum lewat keputusan-keputusannya. Hakim harus selalu sadar dan yakin 
benar akan kebenaran pernyataan yang senantiasa hadir dalam situasi-situasi 
konkrit. Jadi jelas bahwa hukum itu tidaklah merupakan sesuatu yang ada di 
langit tetapi sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan sosial. Di sini 
diperlukan kemampuan hakim untuk mengenal secara benar aspek-aspek 
sosial, sehingga hukum mampu memenuhi fungsinya dengan semestinya 
sesuai dengan keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. 


































Pemikiran Holmes dan Pound ini, meskipun bekembang di Amerika 
dengan sistem hukum anglo saxon dan atau common law system yang 
berbeda dengan sistem hukum civil law atau Eropa continental sebagaimana 
yang dianut di Indonesia, tetapi pada saat sekarang telah 
terjadi convergency antara civil law dan common law, di mana antara civil 
lawdan common law semakin mendekati satu dengan yang lainnya. Dalam 
kenyataannya praktik hukum di Indonesia disadari atau tidak telah banyak 
dipengaruhi oleh common law system. Hukum tidak hanya dipandang sebagai 
norma positif yang dituangkan dalam undang-undang saja tetapi melainkan 
juga termasuk hukum yang tidak tertulis. Sehingga untuk menghukum 
seseorang tidak hanya didasarkan kepada peraturan hukum tertulis saja tetapi 
juga harus bertentangan dengan peraturan tidak tertulis. Alasan 
pengecualiannya harus juga dicari dalam hukum tertulis dan hukum tidak 
tertulis (asas melawan hukum materil). Dengan berlakunya asas melawan 
hukum materil ini, maka asas legalitas telah dikesampingkan. Dalam kaitan 
dengan Pasal 19 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hak 
advokat untuk melindungi kerahasiaan hubungannya dengan klien termasuk 
perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan 
dapat dianulir atau secara inkasus dapat tidak berlaku. 
Perlindungan hak asasi manusia sebagai rasion de etre dari Pasal 19 
tersebut dalam kasus tertentu dapat dikesampingkan apabila berkas atau 
dokumen yang berada di tangan advokat dipergunakan langsung oleh 
tersangka untuk melakukan delik, maka penyidik dapat melakukan penyitaan 


































berkas atau dokumen milik tersangka yang diserahkan kepada advokat 
berdasarkan Pasal 43 KUHAP dengan melakukan penafsiran secara sistematis 
serta alasan hal tersebut bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam 
masyarakat. Surat atau dokumen tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti. 
Sebaliknya jika patut dapat diduga, bahwa surat atau dokumen tersebut sama 
sekali tidak ada hubungannya dengan delik yang dilakukan oleh tersangka, 
penyitaan tidak dapat dilakukan dan advokat berhak untuk merahasiakan dan 
melindungi berkas atau dokumen milik tersangka tersebut.    
 
B. Analisis dan Kewenangan Advokat Dalam Melindungi Berkas dan Dokumen 
Klien ditinjau berdasarkan  Fiqh Siya>sah  
 
Advokasi adalah manifestasi doktrinal dalam ajaran Islam. Oleh karena 
itu  perlu dicari basis teologisnya dalam Islam. Untuk proses pencarian ini 
harus  ditelusuri substansi advokasi dari berbagai prinsip, pola, nilai-nilai, 
gerakan  advokasi mendasarkan dirinya pada nilai-nilai keadilan. Dalam 
hukum Islam,  kerangka filosofis konsep advokasi berkaitan dengan teori 
penegakan hukum dan  teori HAM. 
Dalam hal ini penulis meninjau kewenangan advokat dalam melindungi 
berkas dan dokumen klien berdasarkan fiqh siya>sah dan pandangan advokat 
dalam Islam. Karena dalam konteks advokat itu sendiri tidak ditemukan fiqh 
siya>sah secara khusus yang membahas mengenai advokat, karena itu  perlu 
dicari basis teologis, substansi  dari berbagai prinsip, pola, nilai-nilai, yang 
mendasarkan advokat  pada nilai-nilai keadilan 


































Tinjauan fiqh siya sah di dalam persoalan kewenangan advokat melindungi 
berkas dan dokumen klien terfokus pada kajian fiqh siya sah dustu>ri>yah, yang mana 
pengertian fiqh siya sah dustu>ri>yah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan 




Fiqh siya@sah dustu>ri>yah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan 
kompleks. Apabila dilihat dari sisi lain, maka fiqh siya@sah dustu>ri>yah ini dapat 
dibagi kepada: 
1. Bidang siya>sah tashri’i>yah, termasuk di dalamnya persoalan ahlu h}ali wal 
aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di 
dalam suatu negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, 
peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.  
2. Bidang siya@sah tanfidi>yah, termasuk di dalamnya persoalan ima>mah, 
persoalan bai’ah, wiza>rah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.  
3. Bidang siya@sah qad}a’iyah, termasuk di dalamnya masalah peradilan.  
4. Bidang siya@sah idari>yah, termasuk di dalamnya masalah administrative dan 
kepegawaian. 
Selanjutnya mengenai kelembagaan dalam fiqh siya@sah dustu>ri>yah 
sebagaimana terdapat dalam buku Prof. H.A Djazuli tentang Fiqh Siya@sah 
menyebutkan bahwa kelembagaan dalam fiqh siya>sah dustu>ri>yah itu di bagi 
menjadi: 
1. Lembaga ahlu al-h}alli> wa al-‘aqdi 
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 Djazuli, Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu 
Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 47. 


































2. Lembaga ima>mah yang di pimpin oleh seorang imam dengan di bantu 
oleh menteri tafwidh (para menteri) dan/ atau menteri tafwied (wakil 
presiden,perdana menteri) 
3. Lembaga aqdiyah/ peradilan, yang di dalam kepustakaan Islam di 
kepalai oleh qad}i al-qud}at (Ketua Mahkamah Agung) 
4. Lembaga keuangan atau lebih di kenal dengan bait al-mal, dengan 
perangkat pengawasannya.  
       Persoalan terkait perlindungan berkas dan dokumen klien oleh advokat 
termasuk kedalam wilayat al-qad}a’ atau dar al-qad}a’, yang berarti lembaga 
peradilan atau tempat dilakukannya peradilan. Dalam fiqh Islam ada tiga bentuk 
wilayah peradilan, yakni: 
1. Wila>yah al-qad}a’, yakni lembaga peradilan dengan kekuasaan 
menyelesaikan berbagai kasus, disebut juga peradilan biasa  
2. Wila>yah al-maza>lim, yakni lembaga peradilan yang menangani berbagai 
kasus penganiayaan penguasa terhadap rakyat dan penyalahgunaan 
wewenang oleh penguasa dan perangkatnya. 
3. Wila>yah al-h}isbah, yakni lembaga peradilan yang menangani berbagai 
kasus pelanggaran moral dalam rangka amar ma’ruf nahi > munkar .4 
       Persoalan terkait perlindungan berkas dan dokumen klien oleh advokat 
haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum fiqh siya>sah dustu>ri>yah yakni 
Alquran dan sunnah Nabi  Muhammad Saw serta kebijakan ulil amri dan 
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 H. Sam’un,. Hukum Peradilan Islam, Cet 1, UIN Sunan Ampel Press. 2014.  8. 


































kebiasaaan adat suatu  negara yang tidak melanggar aturan syariat. Alquran 
sudah berpesan dalam surah An-Nis>a ayat 58 yang berbunyi:  
ۚ
ۗ
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat 
Sebuah riwayat yang menceritakan ayat tentang memberikan amanat 
dan hak kepada yang berhak serta menghukum dengan adil. Keadilan adalah 
merupakan asas kepimpinan. Ia adalah asal dari dasar-dasar hukum di dalam 
Islam. Maka dari itu, wajib bagi hakim dan perangkat pemerintahan 
melestarikan keadilan sehingga hak-hak tersentuh ahlinya.  
Adil adalah melakukan segala perkara yang difardukan dari segi akidah 
dan syariat, kehidupan sesama manusia di dalam melaksanakan amanat dan 
meninggalkan kezaliman, memberikan sesuatu yang hak‛. Jadi khali>fah 
merupakan tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat 
untuk mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat bagi umat dengan merujuk 
kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka 
kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat. 
Sedangkan h}akam , secara yuridis, dapat dilihat dari sumber 
hukumnya, baik dalam Alquran, al-Sunnah maupun ijma‘ ulama. Alquran 
sebagai sumber hukum pertama memberikan petunjuk kepada manusia 


































apabila terjadi sengketa para pihak, apakah di bidang politik, bisnis maupun 
keluarga dapat menyelesaikannya secara islah sebagaimana dalam Q.S al-
Nis>a ayat 35: 
ۗ 
‚Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 
kirimlah seorang h}akam dari keluarga laki-laki dan seorang h}akam dari 
keluarga perempuan. Jika kedua orang h}akam itu bermaksud 
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-
isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
mengenal.‚ 
Advokat dalam hukum Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 
bahwa dalam Islam advokat dikenal sebagai lembaga pemberi bantuan 
hukum. secara fungsinya maka ahli hukum menyamakan posisi advokat di 
dalam Islam dengan lembaga pemberi jasa bantuan hukum seperti h}akam, 
mufti>, Mus}ali>h-alai>h. Ketiga pemberi bantuan hukum tersebut secara fungsi 
hampir sama dengan fungsi advokat yaitu lembaga penegak hukum diluar 
pemerintah yang bertugas memberi jasa hukum kepada masyarakat. 
Dalam hal  ini lembaga h}akam adalah pemberi bantuan hukum dalam 
Islam yang berada diluar pengadilan, bertugas menyelesaikan perkara yang 
terjadi di tengah masyarakat. Namun keputusanya tidak ada keharusan untuk 
mengikutinya, karena pada dasarnya hanya keputusan hakim yang bisa 
diterima dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain memberi 
putusan dan sebagai juru damai profesi h}akam ini mempunyai fungsi 
memberikan advokasi kepada klien yang sedang menghadapi pasalah hukum. 


































Para ahli fiqih berpendapat bahwa seorang h}akam itu seharusnya orang 
yang memiliki sifat seperti hakim. Yaitu bisa dijadikan saksi baik itu laki-
laki ataupun perempuan dan mempunyai keahlian dibidang hukum sehingga 
dalam praktiknya h}akam bisa melakukan bantuan hukum dengan maksimal. 
Seorang h}akam lebih diutamakan dari keluarga sendiri, namun jika tidak 
ditemukan bisa menunjuk orang yang pantas untuk menjadi h}akam. Jadi 
pada dasarnya kualifikasai dari kualitas diri seorang h}akam dan hakim sama.  
Dalam Islam juga mengenal pemberi jasa konsultasi hukum yaitu 
seorang mufti>. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy pada hakikatnya mufti> adalah 
menyampaikan hukum Allah kepada umat manusia.
9
 Jadi tugas mufti> adalam 
memberikan konsultasi atas hukum-hukum Allah kepada masyarakat yang 
membutuhkan. Fungsi mufti> sebagai penasehat hukum ini seperti fungsi 
advokat sebagai penasehat hukum yaitu memberikan konsultasi atas sebuah 
perkara hukum yang dialami oleh klienya. 
Lembaga berikutnya pemberi bantuan hukum dalam Islam adalah 
Mus}ali>h-alai>h sebagaimana yang dijelaskan sebelumya mus}ali>h-alai>h adalah 
pembantu pembuat perjanjian agar kedua belah pihak bisa berdamai. 
Lembaga ini tugasnya adalah memberikan bantuan hukum berupa pembuatan 
perjanjian damai. Sesungguhnya bisa dibilang lebaga ini mengusahakan 
adanya perdamaian atara penggugat dan tergugat tanpa harus berada di meja 
pengadilan. Orang yang melakukan perdamaian adalah orang yang 
tindakanya dinyatakan sah secara hukum (cakap hukum) dan juga mengerti 
dan faham dengan hukum perjanjian yang akan dilakuan. 


































Sederhananya dari lembaga mus}ali>h-alai>h ini adalah pihak yang diberi 
kuasa oleh orang yang berpekara untuk melakukan perjanjian damai atas 
sebuah perselisihan. Jika di kaitkan dengan fungsi advokat sebagai kuasa 
hukum, maka fungsi dari lembaga ini hampir sama dengan peran advokat 
sebagai kuasa hukum atas klienya untuk membantu membuat akta 
perjanjian. 
Dari penjelasan lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum tersebut 
dapat kita ketahui bawasanya keempat ulama madzhab sepakat bahwa 
pemberi jasa bantuan hukum itu sejajar dengan penegak hukum lainya 
meskipun berada diluar lembaga peradilan. Meskipun mempunyai wilayah 
tugas masing-masing dan tidak sama dengan tugas hakim sebagai penegak 
hukum, namun keempat ulama  mahzab berpendapat bahwa kualifikasi 
seorang penegak hukum itu harus sama dengan hakim sebagai penegak 
hukum utama dalam Islam.  
Dalam perspektif Islam, terdapat empat kategori profesi yang 
menjalankan tugas dan fungsi memberikan jasa hukum dalam perspektif 
Islam, yakni waka>}lah, h}akam, mufti> dan mus}ali>h alai>h. Fungsi mereka sama 
halnya dengan advokat yang berperan sebagai melakukan advokasi berupa 
konusltasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, 
melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan 
perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat kepada para 
pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya 
kepada pihak lain secara is}lah}.  







































Dari beberapa uraian dan kesimpulan diatas, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan yaitu:  
1. Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat,  
kedudukan dan status Advokat adalah sebagai penegak hukum yang bebas 
dan mandiri, dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. 
Kewenangan advokat dalam melindungi berkas dan dokumen klien 
merupakan hak yang telah diberikan undang-undang kepada advokat 
untuk menegakkan keadilan dan tidak terpengaruh dengan institusi yang 
lain 
2. Kewenangan advokat dalam melindungi berkas dan dokumen klien dalam 
pandangan fiqh siya>sah dirasa sudah sesuai karena terdapat kesamaan 
tugas, fungsi dan wewenangnya dengan konsep pemberi jasa bantuan 
hukum dalam Islam, yang meliputi waka>lah, h}akam, mufti> dan mus}ali>h 
alai>h yang mana empat kategori profesi tersebut memiliki kesamaan 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan advokat. Keempat ulama 
madzhab sepakat bahwa pemberi jasa bantuan hukum itu sejajar dengan 
penegak hukum lainnya meskipun berada diluar lembaga peradilan. 
 
 



































Pada akhir penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa saran 
diantaranya yakni: 
1. Pemerintah seharusnya melakukan pengkajian kembali terhadap undang-
undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, dikarenakan kewenangan 
advokat didalamnya kurang signifikan dan belum secara jelas disebutkan.  
2. Para penyidik agar lebih profesional dalam menangani perkara pidana di 
tingkat penyidikan, dengan cara membangun komunikasi yang 2 arah 
diantara penyidik dengan advokat atau tersangka, dan juga saksi demi 
terwujudnya keadilan yang bermartabat. 
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